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berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Tahun 2020 dapat 

tersusun. Renja-P Satpol PP Kota Depok Tahun 2020 mengacu pada 
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membangun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Penyusunan Renja-P Tahun 2020 dilakukan dengan melaksanakan 

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi nyata pada Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, mengevaluasi pelaksanaan Renja 

Satpol PP Kota Depok pada tahun-tahun sebelumnya, dan mengevaluasi 

kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota 

Depok tahun 2016-2021 yang telah dilakukan perubahan. Dari evaluasi 

tersebut dapat direncanakan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

agar terpadu serta sinergis guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

1.1. Latar Belakang 

Renja-P Satpol PP Kota Depok adalah dokumen perencanaan Satpol PP untuk 

periode 1 (satu) tahun dimana dalam pelaksanakan Triwulan ke-3 terdapat 

perubahan yang memiliki keterkaitan perencanaan dengan Dokumen RKPD 

Perubahan dan Dokumen Renstra.  

 

Keterkaitan tersebut didapat pada penetapan sasaran dan indikator kinerja 

sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana ditampilkan dalam 

tabel dibawah ini : 
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Tabel ketertkaitan sasaran dan indikator sasaran serta target antara Renja-P, RKPD- P dengan 

Renstra 

Sasaran Indikator  Target  

Renstra/RKPD/Renja Renstra/RKPD/Renja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Meningkatnya Ketertiban 

Umum 

Cakupan Penegakan Perda/Perwal 56% 70% 73% 81% 92% 100% 

Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib 57% 63% 69% 80% 89% 95% 

Cakupan Rasio Petugas Linmas 0.15 0.17 0.20 0.22 0.25 0.27 

Meningkatnya Ketenteraman 

Masyarakat 

Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif 61% 61% 62% 71% 76% 80% 

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman 
Masyarakat  

5.73 6.27 6.82 7.36 7.91 8.45 

Meningkatnya Kualitas 

Manajemen Pemerintahan 

dalam Pelayanan Publik 

Predikat SAKIP Satpol PP B B B BB BB BB 

Persentase Aset Satpol PP kondisi baik 32% 40% 58% 76% 76% 76% 

Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP 11.11 13.42 14.75 16.13 17.74 19.35 
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1.2 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828). 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebasa dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lemabaran 

Negra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75). Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286).  

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan 

Polisi Pamong Praja. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman 

Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar 

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerag Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

15. Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012, tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 

2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

17. Peraturan Walikota Depok Nomor 58 tahun 2012 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Type A. 

18. Peraturan Walikota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032. 
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20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturaan Daerah Kota depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 – 2021 

(tanggal 29 Desember 2017). 

21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2019 tentang Manajemen 

Risiko (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 58). 

22. Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 

821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 

2019-2021, yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2018. 

1.3    Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Renja-P Satpol PP Kota Depok Tahun 2020, 

adalah untuk mengetahui : 

1. Program dan Kegiatan Satpol PP Kota Depok Tahun 2020 yang dilakukan 

perubahan. 

2. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Satpol PP Kota Depok Tahun 2020 

yang dilakukan perubahan. 

3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Satpol PP Kota Depok Tahun 2020 

yang dilakukan perubahan. 

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Depok 

Tahun 2020, adalah : 

1. Menjadi pedoman Satpol PP Kota Depok dalam rangka meningkatkan 

kualitas pencapaian kinerja Satpol PP. 

2. Sebagai bahan reviu kinerja Satpol PP Kota Depok terhadap pencapaian 

IKU sesuai dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan. 

1.4.  Sistematika Penulisan 
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Renja-P Satpol Kota Depok Tahun 2020 disusun berdasarkan 

sistematika sebagai berikut :   

BAB I. PENDAHULUAN  

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja 

Satuan Polisi Pamong Praja agar substansi dasar pada bab-bab berikutnya 

dapat dipahami dengan baik 

1.1     Latar Belakang. 

1.2     Landasan Hukum. 

1.3     Maksud dan Tujuan. 

1.4     Sistematika Penulisan. 

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA TAHUN LALU  

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 

dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan. 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 

2.5 Manajemen Risiko Kegiatan. 

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

BAB  III. TUJUAN DAN SASARAN 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja. 

3.3 Program dan Kegiatan. 

BAB  IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

4.1    Program dan Kegiatan 

BAB V. PENUTUP  
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BAB  II 

HASIL EVALUASI RENJA  

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK 

TAHUN LALU 

 

 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra. 

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Satpol PP Kota Depok 

telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan melalui program dengan 

menggunakan dana APBD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 

35.921.202.632,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 30.390.186.359,00 

atau Capaian Penyerapan Anggaran sebesar 84,60%, dengan sisa Anggaran 

Rp. 5.531.016.273,00 yang didalamnya termasuk Belanja Langsung dan 

Belanja Tidak Langsung sebagaimana rinciannya tergambar dalam tabel 

berikut ini : 

Uraian Pagu Anggaran 

2019 (Rp) 

Realisasi (Rp) Capaian 

(%) 

Sisa Pagu 

Anggaran (Rp) 

Belanja Tidak 
Langsung 

15.790.482.332,00 11.857.580.192,00 75,09 3.932.902.140,00 

Belanja Langsung 20.130.720.300,00 18.832.606.167,00 92,06 1.598.114.133,00 

Anggaran Tahun 

2019 

35.921.202.632,00 30.390.186.359,00 84, 60 5.531.016.273,00 

 

Hasil evaluasi disajikan pada tabel T-C.29, sebagai berikut : 
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Tabel T-C.29 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP s/d Tahun 2019 

Kota Depok 

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja         

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcomes) / Kegiatan 

(Output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 
(Renstra Satpol 
PP) Tahun 2021 

Realisasi Target 
Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan tahun (n-
3) 2017 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 
Lalu (n-2) 

Target program 
dan kegiatan 

(Renja Satpol PP 
tahun n-1) 2019 

Perkiraan Realisasi Capaian Target 
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 

berjalan  

Target Renja 
Satpol PP tahun 

(n-2) 2018 

Realisasi Renja 
Satpol PP tahun 

(n-2) 2018 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian Program 
dan Kegiatan s/d 

tahun berjalan 
(tahun n-1) 2019 

Tingkat Capaian 
Realisasi Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

                            

        Ketenteraman, Ketertiban 
Umum, dan Perlindungan 
Masyarakat 

                  

        Peningkatan Administrasi 
Perkantoran 

Persentase penyediaan 
administrasi perkantoran 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

      1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK 125 23 55 55 100 25 jenis 103 82.40 

      2 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jenis Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

75 24 20 20 100 15 jenis 59 78.67 

      3 Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jenis Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

100 15 9 9 100 16 Jenis 40 40.00 

      4 Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

Jenis Peralatan Rumah 
Tangga 

100 25 14 14 100 20 Jenis 59 59.00 

      5 Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

Jenis Makanan dan Minuman 60 11 12 12 100 3 jenis (makan 
minum rapat, 

Tamu, Pegawai) 
selama 12 bulan 

35 58.33 

      6 Rapat-Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan Luar 
Daerah 

Jumlah Perjalanan Dinas 
dalam dan Luar Daerah 

675 3 162 162 100 40 OH Dalam 
Daerah 412 OH 

Luar Daerah 

617 91.41 
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        Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase penyediaan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

      7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Bermotor 

Jumlah Kendaraan Dinas 225 43 47 47 100 45 Kendaraan 135 60.00 

      8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung Kantor 

Jenis Perlengkapan Gedung 
Kantor 

35 7 7 7 100 7 Jenis (repiter, 
AC, Komputer, 

Printer, Jaringan 
Internet, HT, 

Elektronik 
lainnya) 

21 60.00 

      9 Pengadaan Pakaian Dinas 
Harian dan Perlengkapannya 

Jumlah Pakaian PDH 500 205 205 205 100 100 stel 510 102.00 

      10 Pengadaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jenis Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

40 7 7 7 100 8 Jenis 22 55.00 

      11 Pengadaan Pakaian Dinas 
Lapangan dan 
Perlengkapannya 

Jumlah pakaian dinas 
lapangan 

500 120 120 120 100 100 stel dan 
Sepatu PDL 

340 68.00 

      12 Pengadaan Pakaian Dinas 
Hari-Hari Tertentu 

Jumlah pakaian Dinas Hari-
Hari Tertentu 

75 15 15 15 100 15 stel 45 60.00 

        Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Aparatur 

Persentase Pegawai yang 
mendapatkan 
Pengembangan Kompetensi 

45% 45% 100% 100% 100% 45% 45% 45% 

      13 Bimtek Satpol PP dan 
Pelatihan (Satgas Satpol PP) 

Jumlah Peserta Pelatihan - - - - - 60 Org dan 150 
Org 

210 - 

        Peningkatan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Nilai SAKIP BB B B B B BB BB 100% 

      14 Penyusunan Pelaporan 
Keuangan dan Capaian 
Kinerja 

Jumlah Dokumen 25 2 5 5 100 5 Jenis (Lap 
Kinerja dan 

Keuangan 12 
dok, 1 Dok 
LAKIP, 1 

dok/data LPPD, 4 
lap Triwulan, 2  

Lap 
Semesteran) 

12 48.00 
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        Peningkatan Ketentraman, 
Ketertiban, dan 
Perlindungan Masyarakat 

Cakupan Penegakan Perda 
dan/atau Perwal; Cakupan 
Rasio Petugas Linmas 

100%; 0.27 76.56%; 0.11 73%; 0.20 85%; 0.21 117.09%; 
105.31% 

81%; 0,22%     

      15 Gelar Pasukan Satpol PP 
dalam Rangka Persiapan 
Pelaksanaan Pemeliharaan 
TRANTIBUM 

Jenis Gelar Pasukan 15 3 3 3 100 3 jenis ( tingkat 
kota, tingkat 
provinsi dan 

tingkat nasional) 

9 60.00 

      16 Penertiban PKL Jumlah titik lokasi PKL yang 
ditertibkan 

250 3 keg 26 26 100 50 titik 79 31.60 

      17 Penertiban Perizinan Jenis Perizinan yang 
ditertibkan 

2250 6 keg 12 12 100 2 jenis (100 IMB, 
250 Perizinan 

lainnya, Reklame 
dll) 

368 16.36 

      18 Penertiban Bangunan Liar di 
Lahan Fasos Fasum Milik 
Pemerintah Kota Depok 

Jumlah titik lahan/lokasi 
Fasos Fasum yang ditertibkan 

50 2 keg 18 18 100 20 lokasi Fasos 
Fasum 

40 80.00 

      19 Penertiban PSK, Anjal, dan 
Gepeng 

Jumlah titik 330 4 keg 75 75 100 11 titik 90 27.27 

      20 Penyediaan Jasa Keamanan 
dan Ketertiban 

Jumlah Satgas Pol PP 1060 212 (12 bulan) 212 212 100 212 orang 636 60.00 

      21 Penjagaan/Pengamanan dan 
Pengawalan Lingkup 
Pemerintah Kota Depok 

Jenis 
Penjagaan/Pengamanan 

30 4 5 5 100 5 jenis 14 46.67 

      22 Pengamanan Hari Raya Jumlah Pengamanan Hari 
Raya 

10 2 2 2 100 2 momentum 
(Idul Fitri dan 

Natal) 

6 60.00 

      23 Penertiban dan Monitoring 
Peredaran Minuman 
Beralkohol 

Jumlah Penertiban dan 
Monitoring 

120 2 keg 8 8 100 32 kali 42 35.00 

      24 Pengawasan dan Pemetaan 
titik/lokasi rawan 
Tranmastibum 

Jumlah titik/lokasi 1500 0 300 300 100 300 titik 600 40.00 

      25 Konsolidasi Satpol PP dengan 
Instansi Terkait dalam Rangka 
Pemeliharaan Ketertiban 
Umum 

Jumlah kegiatan 500 0 50 50 100 50 Konsolidasi 100 20.00 

      26 Monitoring dan Evaluasi Pra-
Pasca Penegakan Perda 

Jumlah Monitoring dan 
Evaluasi 

120 0 110 110 100 72 kali 182 151.67 

      27 Sosialisasi Peraturan Daerah 
Tentang Ketertiban Umum 

Jumlah Kelurahan, Jumlah 
Buku 

120 8 sosialisasi 14 14 100 20 Kelurahan : 
1000 Buku 

42 35.00 
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      28 Pengadaan Papan Larangan 
dan Segel 

Jumlah Papan larangan/segel 225 30 papan segel 40 40 100 70 papan segel 
sedang, 30 

papan segel kecil 

140 62.22 

      29 Penertiban dan Operasi 
Penegakan Perda Tentang 
Ketertiban Umum (Tipiring) 

Jumlah Kegiatan Tipiring; 
Jumlah pelanggar Perda yang 
di sidang Tipiring-kan 

120 8 Tipiring 15; 120 15; 120 100 24 kali; 120 orang 47 39.17 

      30 Pengawasan dan Penertiban 
Pelajar 

Jumlah Pengawasan dan 
Penertiban Pelajar 

120 10 12 9 75 24 kali 43 35.83 

      31 Penertiban dan Operasi 
Penegakan Perda Tentang 
Ketertiban Umum 
(Penyegelan) 

Jumlah Lokasi (bangunan) 
yang disegel 

60 8 12 10 83.33 30 bangunan 48 80.00 

      32 Penertiban dan Operasi 
Penegakan Perda 
(Pemusnahan Barang Bukti) 

Jumlah Minuman yang 
beralkohol yang dimusnahkan 

6764 1056 1056 1853 175.47 1157 buah (2 kali 
kegiatan) 

4066 60.11 

      33 Pemantauan Lokasi Rawan 
Gangguan Keamanan dan 
Ketertiban Lingkungan 

Jumlah lokasi rawan 
gangguan keamanan dan 
ketertiban lingkungan 

630 0 126 126 100 189 Lokasi 315 50.00 

      34 Pengawasan dan Penertiban 
Kawasan Tanpa Rokok 

Jumlah pengawasan dan 
penertiban di 7 kawasan 
tanpa rokok 

210 0 0 0 0 12 kali 12 5.71 

      35 Penertiban dan 
pembongkaran menara 
telekomunikasi tidak berizin 

Jumlah titik lokasi (Menara) 
tidak berizin 

0 0 0 0 0 1 menara 1 0 

      36 Penertiban dan 
pembongkaran bangunan 
tidak berizin 

Jumlah bangunan 0 0 0 0 0 1 bangunan 1 0 

      37 Pembinaan dan Pelatihan 
Linmas 

Jumlah Anggota Linams 1000 60 org 200 200 100 126 Orang 386 38.60 

      38 Pengamanan Rangkaian 
Pelaksanaan Pemilihan 
Presiden dan Pemilihan 
Legislatif Tahun 2019 

Jumlah Pelaksanaan 
Pengamanan 

- 0 2 1 50 2 putaran pilpres 
dan 1 putaran 

pileg 

26 0 

        Peningkatan Kualitas 
Perencanaan 

Cakupan Integrasi 
Perencanaan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

      39 Penyusunan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 5 Dok Renja, 350 
peserta 

1 1 1 100 1 Dokumen 
Renja dan 90 
peseta Forum 

OPD 

3 60 
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Berdasarkan tabel TC.29. diatas dapat disimpulkan bahwa : 

 

a. Pada tahun anggaran 2019 terdapat 2 (dua) program yang digabung 

yakni Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban 

Masyarakat dengan Program Gerakan Sadar Hukum, menjadi 

Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan 

Masyarakat. 

b. Pada pengganggaran di tahun 2019, Satpol PP Kota Depok 

didukung 6 program dan 39 kegiatan, dimana dalam hal 

pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan penegakan Perda perlu 

dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Tim Teknis Perizinan 

terkait dengan pengawasan dan pengendalian kegiatan tidak berizin 

sehingga Satpol PP Kota Depok  dapat mendapatkan rekomendasi 

eksekusi terhadap pelanggaran Perda dari tim teknis perizinan. 

Hal ini ditandai dengan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan 

Penertiban dan pembongkaran menara telekomunikasi tidak berizin 

dan kegiatan Penertiban dan pembongkaran bangunan tidak 

berizin. 

 

2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  

Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan 

pada indikator kinerja pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam 

SPM Permendagri Nomor 69 tahun 2012.   

Tabel analisis kinerja pelayanan Satpol PP disajikan dalam tabel 2.2 

sebagaimana dibawah ini : 
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Tabel T-C.30. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP 

Kota Depok 

No Indikator 
SPM / Standar 

Nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan Analisis 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Cakupan Penegakan 
Perda dan/atau 
Perwal 

SPM - 70 73 81 92 76.56 85.00 90 98 Perlu ditingkatkan 
peran Instansi terkait 

dan partisipasi 
masyarakat  

2 Cakupan Rasio 
Petugas Linmas 

SPM - 0.17 0.20 0.22 0.25 0.11 0.21 0.21 0.22 Perlu ditingkatkan 
peran kecamatan dan 

kelurahan 

3 Cakupan Patroli Siaga 
Ketertiban Umum dan 
Kententraman 
Masyarakat  

SPM - 6.27 6.82 7.36 7.91 6.00 5.27 7 7.2 Perlu ditingkatkan 
kendaraan 

operasional patroli 
serta SDM 

 

 



 

14 
RENJA-P 2020 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi  

Pamong Praja 

 

a. Tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan hal kritis 

yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

Bisa dilihat pada tabel T-C.30, yakni pada indikator Cakupan 

Penegakan Perda dan  Perwal bahwa tingkat kinerja pelayanan dari 

target tahun 2017 sebesar 70% tercapai 76,56%; sedangkan 

pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya yakni pada 

tahun 2018 dari target 73% tercapai 85%.  

Sedangkan pencapaian indikator Cakupan Rasio Petugas 

Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Depok perlu dilakukan 

penyesuaian penataaan Anggota Satlinmas yang berada di 

Kelurahan yang mengacu pada Permendagri 84 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dimana disetiap 

Kelurahan terdapat 10 (sepuluh) Anggota Satlinmas, 5 (lima) 

Komandan Regu, dan 1 (satu) Kepala Satuan Tugas. Dan Lurah 

rangkap jabatan sebagai Kepala Satlinmas.  

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan pada indikator Cakupan 

Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat 

adalah tercapai target ditandai dengan ditingkatkannya kegiatan 

Patroli 24 Jam yang terbagi dalam 27 regu, sehingga pelaksanaan 

patroli dilakukan sebanyak 3 kali patroli yakni patroli pagi, patroli 

siang, dan patroli malam. 
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b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi. 

 

Permasalahan dan hambatan internal Satpol PP Kota Depok adalah 

terbatasnya sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional 

baik roda dua maupun roda empat serta roda enam. Selain itu perlu 

ditingkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. 

Permasalahan dan hambatan eksternal berupa banyaknya 

pelanggaran yang ditemui saat melaksanakan Patroli 24 jam 

dan/atau berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Hal tersebut 

disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum di masyarakat 

dan/atau badan usaha sehingga menyebabkan pelaksanaan 

penertiban tidak efektif karena penertiban selalu dilaksanakan pada 

lokasi yang sama. 

 

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kota Depok, terhadap 

capaian program nasional/internasional. 

 

Satpol PP Kota Depok melaksanakan urusan Pemerintahan wajib 

pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan 

kualitas kelembagaan Satpol PP dalam rangka mewujudkan Vis 

Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius. 
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d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan 

Polisi Pamong Praja. 

 

Tantangan Satpol PP dalam meningkatkan pelayanan, antara lain : 

1. Menjadi pendorong berkembangnya budaya tertib. 

2. Sebagai pendorong tercipta masyarakat sadar hukum; 

3. Sebagai fasilitator pembinaan Anggota Satlinmas. 

 

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Depok 

adalah : 

1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi. 

2. Mendapat dukungan dari Komisi A DPRD Kota Depok melalui 

pokok pikiran meningkatkan kesejahteraan aparatur dan 

peningkatan jumlah aparatur Satpol PP. 

3. Memiliki hubungan kerja dengan pihak TNI, Kepolisian, 

Kejaksaan, dan Pengadilan Tinggi di Kota Depok. 
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e. Formulasi isu-isu penting  

ISU STRATEGIS PERMASALAHANNYA KONDISI IDEAL 

1. PENEGAKAN 

PERDA TIDAK 
OPTIMAL 

Masih ditemui pelanggaran Perda 

antara lain : Bangunan tidak ber-
IMB atau Bangunan yg 

melanggar ketentuan Perda, 
Usaha tidak dilengkapi SIUP/HO, 

Perizinan Reklame/Spanduk baik 

berdasarkan data maupun 
laporan 

TERWUJUDNYA KETERTIBAN 
PERIZINAN Melalui 
Kerjasama yang terintegerasi 

antara Satpol PP dengan 

Dinas/Instansi terkait 

2. MASIH 

DITEMUKANNYA 
GANGGUAN 

KETERTIBAN 
UMUM DAN 

KETENTERAMAN 

MASYARAKAT  

Masih ditemui PKL di trotoar, di 

bahu jalan, dan di jalur hijau; 
Bangunan liar di lahan Fasos 

Fasum Pemerintah; Peredaran 
Minuman Beralkohol; dan contoh 

yang berkaitan dengan 

Ketenteraman antara lain 
Keberadaan Anjal, Gelandang-

Pengemis, Pengamen di jalur-
jalur Protokol; dan Keberadaan 

PSK yang menjadi Penyakit 
Masyarakat, serta Peminta 

Sumbangan 

TERCIPTANYA KENYAMANAN 
MASYARAKAT  
Melalui Penataan titik-titik 

gangguan ketertiban umum 
dan ketenteraman dengan 

melibatkan Dinas/Instansi 

terkait, swasta, dan peran 
masyarakat 

3. PELINDUNGAN 

MASYARAKAT 
TIDAK OPTIMAL 

Adanya laporan gangguan 

Kamtibmas seperti tawuran dan 
daerah rawan sosial; Penanganan 

Bencana Alam melalui antisipasi 
dini yang belum optimal karena 

belum dilakukan pemetaan 
deteksi dini daerah rawan sosial 

MENINGKATNYA KAPASITAS 
ANGGOTA SATLINMAS 
Melalui keterlibatan pihak 

Kecamatan dan kelurahan 
serta peran aktif Anggota 

Satlinmas 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah dengan 

membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis 

kebutuhan, dituangkan dalam tabel T-C. 31. 

 

 



 

18 
RENJA-P 2020 

Tabel T-C.31. 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 

Kota Depok 

Nama Perangakat Daerah : Satpol PP  
 

  
 

Lembar 1 dari 2 
 

  

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
 Kebutuhan Dana 

(Rp)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  (11)  (12) 

1 Peningkatan 
administrasi 
perkantoran  

Kota 
Depok 

Persentase penyediaan  
administrasi 
perkantoran  

100%          858,405,000  Peningkatan 
administrasi 
perkantoran  

Kota 
Depok 

Persentase 
penyediaan  
administrasi 
perkantoran  

100%      1,550,000,000    

1 Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

Kota 
Depok 

Jenis Alat Tulis Kantor 25 Jenis            82,418,000  Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

Kota 
Depok 

Jenis Alat Tulis Kantor 30          100,000,000    

2 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Depok 

Jenis Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

15 jenis            69,000,000  Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Depok 

Jenis Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

20            80,000,000    

3 Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kota 
Depok 

Jenis Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

20 jenis            22,660,000  Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kota 
Depok 

Jenis Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

20            40,000,000    

4 Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Kota 
Depok 

Jenis Peralatan Rumah 
Tangga 

20 jenis          271,980,000  Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Kota 
Depok 

Jenis Peralatan 
Rumah Tangga 

20          270,000,000    

5 Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

Kota 
Depok 

Jenis Makanan dan 
Minuman 

3 jenis 
(makan 
minum 

rapat, Tamu, 
Pegawai) 
selama 12 

bulan 

         216,347,000  Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

Kota 
Depok 

Jenis Makanan dan 
Minuman 

12          430,000,000    
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6 Rapat-Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Dalam dan 
Luar Daerah 

Kota 
Depok 

Jumlah Aparatur Mengikuti 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Luar Daerah 

10 Rapat 
Koordinasi, 

40 hari 
Perjalanan 

Dinas Dalam 
Daerah dan 

85 hari 
Perjalanan 
Dinas Luar 

Daerah  

         196,000,000  Rapat-Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Dalam dan 
Luar Daerah 

Kota 
Depok 

Jumlah Aparatur 
Mengikuti Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Luar 
Daerah 

10; 40; 
85 

         630,000,000    

2 Peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur 

Kota 
Depok 

Persentase penyediaan 
sarana dan prasarana 
aparatur  

100%      2,658,397,000  Peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur 

Kota 
Depok 

Persentase 
penyediaan sarana 
dan prasarana 
aparatur  

100%      3,751,000,000    

1 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Kendaraan 
Bermotor 

Kota 
Depok 

Jumlah Kendaraan Dinas 45 
kendaraan 

         979,000,000  Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Kendaraan 
Bermotor 

Kota 
Depok 

Jumlah Kendaraan 
Dinas 

50      1,200,000,000    

2 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung 
Kantor 

Kota 
Depok 

Jenis Perlengkapan 
Gedung Kantor 

7 Jenis             53,571,700  Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung 
Kantor 

Kota 
Depok 

Jenis Perlengkapan 
Gedung Kantor 

7            60,000,000    

3 Pengadaan Pakaian Dinas 
Harian dan 
Perlengkapannya 

Kota 
Depok 

Jumlah bahan PDH 100 stel          149,400,000  Pengadaan Pakaian Dinas 
Harian dan 
Perlengkapannya 

Kota 
Depok 

Jumlah bahan PDH 100          160,000,000    

4 Pengadaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Depok 

Jenis Inventaris Kantor 8 Jenis          249,300,000  Pengadaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Depok 

Jenis Inventaris 
Kantor 

15          320,000,000    

5 Pengadaan Pakaian Dinas 
Lapangan dan 
Perlengkapannya 

Kota 
Depok 

Jumlah pakaian dinas 
lapangan 

100 stel dan 
Sepatu PDL 

         173,077,800  Pengadaan Pakaian Dinas 
Lapangan dan 
Perlengkapannya 

Kota 
Depok 

Jumlah pakaian dinas 
lapangan 

100          190,000,000    

6 Pengadaan Pakaian 
Linmas dan 
Perlengkapannya 

Kota 
Depok 

Jumlah pakaian Linmas 330 stel          283,100,000  Pengadaan Pakaian 
Linmas dan 
Perlengkapannya 

Kota 
Depok 

Jumlah pakaian 
Linmas 

330          300,000,000    
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7 Penyediaan 
Kendaraan/Alat Angkut 

Kota 
Depok 

Jumlah kendaraan 2 
Kend.Opera

sional (1 
truck dan 1 

pick up) 

         750,000,000  Penyediaan 
Kendaraan/Alat Angkut 

Kota 
Depok 

Jumlah kendaraan 5 kend. 
Operasio

nal 
Patroli (4 
Pick Up; 
1 Double 
Cabin) 

     1,500,000,000    

8 Pengadaan Pakaian Dinas 
Hari-Hari Tertentu 

Kota 
Depok 

Jumlah pakaian Dinas 
Hari-Hari Tertentu 

15 stel            20,947,500  Pengadaan Pakaian Dinas 
Hari-Hari Tertentu 

Kota 
Depok 

Jumlah pakaian Dinas 
Hari-Hari Tertentu 

15            21,000,000    

3 Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Aparatur 

Kota 
Depok 

Persentase Pegawai 
yang mendapatkan 
Pengembangan 
Kompetensi 

45%          391,485,500  Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Aparatur 

Kota 
Depok 

Persentase Pegawai 
yang mendapatkan 
Pengembangan 
Kompetensi 

45%          395,000,000    

1 Pendidikan dan Pelatihan 
Linmas 

Kota 
Depok 

Jumlah Anggota Salinmas 200 org          391,485,500  Pendidikan dan Pelatihan 
Linmas 

Kota 
Depok 

Jumlah Anggota 
Salinmas 

200          395,000,000    

4 Peningkatan  sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan  keuangan  

Kota 
Depok 

Nilai SAKIP BB            80,357,550  Peningkatan  sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan  keuangan  

Kota 
Depok 

Nilai SAKIP BB            80,000,000    

1 Penyusunan Pelaporan 
Keuangan dan Capaian 
Kinerja 

Kota 
Depok 

Jumlah Dokumen 5 Jenis            80,357,550  Penyusunan Pelaporan 
Keuangan dan Capaian 
Kinerja 

Kota 
Depok 

Jumlah Dokumen 5            80,000,000    

5 
  

Peningkatan 
Ketentraman, 
Ketertiban, dan 
Perlindungan 
Masyarakat 
  

Kota 
Depok 

  

Cakupan Penegakan 
Perda dan  Perwal 

92%    15,643,757,500  
                             -    

Peningkatan 
Ketentraman, Ketertiban, 
dan Perlindungan 
Masyarakat 
  

Kota 
Depok 

  

Cakupan Penegakan 
Perda dan  Perwal 

92%    16,448,000,000  
  

  
  

Cakupan Rasio Petugas 
Linmas 

0,25 Cakupan Rasio 
Petugas Linmas 

0,25 

1 Gelar Pasukan Satpol PP 
dalam Rangka Persiapan 
Pelaksanaan 
Pemeliharaan 
TRANTIBUM 

Kota 
Depok 

Jumlah kegiatan 3 Kegiatan 
(tingkat 

Kota, tingkat 
Propinsi, 
tingkat 

Nasional) 

         109,000,000  Gelar Pasukan Satpol PP 
dalam Rangka Persiapan 
Pelaksanaan 
Pemeliharaan 
TRANTIBUM 

Kota 
Depok 

Jumlah kegiatan 3          150,000,000    

2 Penertiban PKL Kota 
Depok 

Jumlah titik lokasi PKL 
yang ditertibkan 

50 titik          288,463,000  Penertiban PKL Kota 
Depok 

Jumlah titik lokasi 
PKL yang ditertibkan 

50          450,000,000  Semakin 
marak 
keberadaan 
PKL 
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3 Penertiban Perizinan Kota 
Depok 

Jenis Perizinan  yang 
ditertibkan 

3 jenis (100 
IMB, 100 
SIUP/HO, 

250 
Perizinan 
lainnya 

(Reklame 
dll) 

         273,000,000  Penertiban Perizinan Kota 
Depok 

Jenis Perizinan  yang 
ditertibkan 

3          540,000,000  Melibatkan 
instansi 
baik vertikal 
maupun 
horisontal 

4 Penertiban Bangunan Liar 
di lahan Fasos Fasum 
milik Pemerintah Kota 
Depok 

Kota 
Depok 

Jumlah titik lahan/lokasi 
Fasos Fasum yang 
ditertibkan 

10 lokasi 
Fasos 
Fasum 

         299,000,000  Penertiban Bangunan Liar 
di lahan Fasos Fasum 
milik Pemerintah Kota 
Depok 

Kota 
Depok 

Jumlah titik 
lahan/lokasi Fasos 
Fasum yang 
ditertibkan 

10          350,000,000  Melibatkan 
Dinas 
terkait 
dalam hal 
pemenuhan 
Sarpras; 
dan instansi 
vertikal 
dalam hal 
koordinasi 

5 Penertiban PSK, Anjal, 
dan Gepeng 

Kota 
Depok 

Jumlah PSK, Anjal, dan 
Gepeng yang ditertibkan 

20 PSK 
(dan/atau yg 
diduga), 31 

Anjal, 15 
Gepeng 

         185,440,500  Penertiban PSK, Anjal, 
dan Gepeng 

Kota 
Depok 

Jumlah PSK, Anjal, 
dan Gepeng yang 
ditertibkan 

66          200,000,000  Melibatkan 
Dinas 
terkait dan 
instansi 
vertikal 

6 Penyediaan Jasa 
Keamanan dan Ketertiban 

Kota 
Depok 

Jumlah tenaga Bantuan 
Pol PP 

212 orang    10,600,000,000  Penyediaan Jasa 
Keamanan dan Ketertiban 

Kota 
Depok 

Jumlah tenaga 
Bantuan Pol PP 

212    10,600,000,000    
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7 Penjagaan/Pengamanan 
dan Pengawalan Lingkup 
Pemerintah Kota Depok 

Kota 
Depok 

Jenis 
Penjagaan/Pengamanan  

6 Kegiatan 
Pamwal 
(Pamwal 

Walikota dan 
Wakil/ 

Pejabat, 
Tamu 

Penting, 
Sidang 

Paripurna, 
Unras/Demo

, Hari 
Nasional 

dan 
Keagamaan, 

Hari 
Olahraga) 

         695,000,000  Penjagaan/Pengamanan 
dan Pengawalan Lingkup 
Pemerintah Kota Depok 

Kota 
Depok 

Jenis 
Penjagaan/Pengaman
an  

6          695,000,000    

8 Pengamanan Hari Raya Kota 
Depok 

Jumlah Pengamanan Hari 
Raya 

2 
momentum 

(Idul Fitri 
dan Natal) 

         109,000,000  Pengamanan Hari Raya Kota 
Depok 

Jumlah Pengamanan 
Hari Raya 

2          109,000,000    

9 Penertiban dan Monitoring 
Peredaran Minuman 
Beralkohol 

Kota 
Depok 

Jumlah Kegiatan 
Penertiban 

12 kali di 
lokasi 

Tempat 
Hiburan, 6 

kali di lokasi 
Pasar, 6 kali 

di lokasi 
umum 

         226,000,000  Penertiban dan Monitoring 
Peredaran Minuman 
Beralkohol 

Kota 
Depok 

Jumlah Kegiatan 
Penertiban 

24          330,000,000  Melibatkan 
Dinas 
terkait dan 
instansi 
vertikal 

10 Pengawasan dan 
Pemetaan titik/lokasi 
rawan Tranmastibum 

Kota 
Depok 

Jumlah titik/ lokasi dan 
kajian 

300 titik          561,000,000  Pengawasan dan 
Pemetaan titik/lokasi 
rawan Tranmastibum 

Kota 
Depok 

Jumlah titik/ lokasi 
dan kajian 

300          600,000,000  Pendataan 
titik dengan 
melibatkan 
peran 
kecamatan/ 
kelurahan 
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11 Konsolidasi Satpol PP 
dengan Instansi terkait 
dalam rangka 
pemeliharaan Ketertiban 
Umum 

Kota 
Depok 

Jumlah kegiatan dan 
laporan 

100          304,000,000  Konsolidasi Satpol PP 
dengan Instansi terkait 
dalam rangka 
pemeliharaan Ketertiban 
Umum 

Kota 
Depok 

Jumlah kegiatan dan 
laporan 

100          320,000,000  Melibatkan 
Dinas 
terkait dan 
instansi 
vertikal 

12 Monitoring dan Evaluasi 
Pra-Pasca Penegakan 
Perda 

Kota 
Depok 

Jumlah kegiatan dan 
kajian 

24          298,300,000  Monitoring dan Evaluasi 
Pra-Pasca Penegakan 
Perda 

Kota 
Depok 

Jumlah kegiatan dan 
kajian 

24          250,000,000    

13 
  

Sosialisasi Perda tentang 
Ketertiban Umum 
  

Kota 
Depok 

  

Jumlah Lokasi Sosialisasi 24          360,000,000  
                               

Sosialisasi Perda tentang 
Ketertiban Umum 

Kota 
Depok 

Jumlah Lokasi 
Sosialisasi 

24          360,000,000  
  

  
  

Jumlah kelompok 
masyarakat sadar hukum 

2     Jumlah kelompok 
masyarakat sadar 
hukum 

2 

14 Pengadaan Papan 
Larangan/Segel 

Kota 
Depok 

Jumlah Papan 
larangan/segel 

10 Papan 
Segel Besar, 

15 Papan 
Segel 

Sedang, 20 
Papan Segel 

Kecil 

         164,836,000  Pengadaan Papan 
Larangan/Segel 

Kota 
Depok 

Jumlah Papan 
larangan/segel 

45          125,000,000    

15 
  

Penertiban dan Operasi 
Penegakan Perda tentang 
Ketertiban Umum (Sidang 
Tipiring) 
  

Kota 
Depok 

Jumlah Kegiatan Tipiring 24 kali          398,000,000  
  

Penertiban dan Operasi 
Penegakan Perda tentang 
Ketertiban Umum (Sidang 
Tipiring) 
  

Kota 
Depok 

Jumlah Kegiatan 
Tipiring 

24          400,000,000  
  

  

Jumlah pelanggar Perda 
yang di sidang Tipiring-
kan 

120 0rang Jumlah pelanggar 
Perda yang di sidang 
Tipiring-kan 

120 

16 Pengawasan dan 
Penertiban Pelajar 

Kota 
Depok 

Jumlah Lokasi yang 
diduga dilakukan 
pelanggaran 

8 kali di 
lokasi Pasar 
Swalayan, 8 
kali di lokasi 

warnet, 8 
kali di lokasi 

umum 

         149,000,000  Pengawasan dan 
Penertiban Pelajar 

Kota 
Depok 

Jumlah Lokasi yang 
diduga dilakukan 
pelanggaran 

24          149,000,000    
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17 Penertiban dan Operasi 
Penegakan Perda 
(Penyegelan) 

Kota 
Depok 

Jumlah bangunan yang di 
segel 

12 
bangunan 

         144,000,000  Penertiban dan Operasi 
Penegakan Perda 
(Penyegelan) 

Kota 
Depok 

Jumlah bangunan 
yang di segel 

12          320,000,000  Melibatkan 
Dinas 
terkait dan 
instansi 
vertikal 

18 Penertiban dan Operasi 
Penegakan Perda 
(Pemusnahan Barang 
Bukti) 

Kota 
Depok 

Jumlah Barang Bukti yang 
dimusnahkan 

1157 buah 
(2 kali 

kegiatan) 

           82,418,000  Penertiban dan Operasi 
Penegakan Perda 
(Pemusnahan Barang 
Bukti) 

Kota 
Depok 

Jumlah Barang Bukti 
yang dimusnahkan 

3500          100,000,000    

19 Pengendalian dan 
Pemantauan Lokasi 
Rawan Gangguan 
Keamanan dan Lokasi 
Rawan Bencana (Linmas)  

Kota 
Depok 

Jumlah lokasi rawan 
gangguan keamanan dan 
lokasi rawan bencana 
alam 

126 lokasi          257,500,000  Pengendalian dan 
Pemantauan Lokasi 
Rawan Gangguan 
Keamanan dan Lokasi 
Rawan Bencana (Linmas)  

Kota 
Depok 

Jumlah lokasi rawan 
gangguan keamanan 
dan lokasi rawan 
bencana alam 

126          260,000,000    

20 Pengawasan dan 
Penertiban Kawasan 
Tanpa Rokok 

Kota 
Depok 

Jumlah pelanggar di 7 
Kawasan Tanpa Rokok 

2 kali 
kegiatan (42 

orang) 

         139,800,000  Pengawasan dan 
Penertiban Kawasan 
Tanpa Rokok 

Kota 
Depok 

Jumlah pelanggar di 7 
Kawasan Tanpa 
Rokok 

60          140,000,000    

6 Peningkatan Kualitas 
Perencanaan 

Kota 
Depok 

Cakupan Integrasi 
Perencanaan  

100%            70,000,000  Peningkatan Kualitas 
Perencanaan 

Kota 
Depok 

Cakupan Integrasi 
Perencanaan  

100%            70,000,000    

1 Penyusunan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah 

Kota 
Depok 

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 
Renja dan 
70 Peserta 
Forum OPD 

           70,000,000  Penyusunan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah 

Kota 
Depok 

Jumlah Dokumen 1            70,000,000    
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2.7 Manajemen Risiko Kegiatan 

Manajemen risiko Satpol PP Kota Depok disampaikan pada Form 1 

Penetapan Konteks dan Form 2 Identifikasi Risiko, sebagaimana 

berikut ini : 

   Form 1. 

I. PENETAPAN KONTEKS 

 
1. DATA UMUM   

1 Nama Unit Pemilik Risiko : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

2 Nama Pemilik Risiko : N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum 

3 Telepon Risk Owner : (021) 7762959 

4 Lokasi : KOTA DEPOK 

5 Tujuan Pelaksanaan : ASSESSMENT PERTAMA TAHUN 2020 

6 Keluaran (Output) : KONTEKS MANAJEMEN RISIKO, REGISTER RISIKO & RENCANA PENANGANAN 
RISIKO 

7 Ruang Lingkup : TUGAS & FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SESUAI SASARAN DALAM 
RENSTRA 2016-2021, KHUSUSNYA PADA RKT 2020 

8 Horison Waktu (Time 
Horizon) 

: 1 JANUARI 2020- 31 DESEMBER 2020 

9 Jadwal Pelaksanaan : 1 JANUARI 2020- 31 DESEMBER 2020 

10 Proses Pengambilan 
Keputusan 

: FOCUSED GROUP DISCUSSION (FGD) 

11 Mekanisme Komunikasi : RAPAT PEMBAHASAN 

12 Saluran Komunikasi : FOCUSED GROUP DISCUSSION (FGD) 

    

No Sasaran Uraian Singkat Sasaran 

1 Meningkatnya Ketertiban 
Umum 

Sasaran ini memiliki 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu Cakupan Penegaka 
Perda/Perwal dengan Target 2020 sebesar 92%; Persentase Kawasan Rawan 
Trantibum dengan Target 2020 sebesar 89%; dan Cakupan Rasio Petugas Linmas 
dengan target rasio Tahun 2020 sebesar 0,25. 

2 Meningkatnya 
Ketenteraman 
Masyarakat 

Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator sasaran, yaitu Persentase Mitra Kerja Satpol 
PP yang Aktif dengan Target 2020 sebesar 76%; serta Cakupan Patroli Siaga 
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan target rasio Tahun 2020 
sebesar 7,91. 
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3 Meningkatnya Kualitas 
Manajemen 
Pemerintahan dalam 
Pelayanan Publik 

Sasaran ini memiliki 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu Predikat SAKIP Satpol PP 
dengan target predikat pada Tahun 2020 adalah BB; Persentase Aset Satpol PP 
Kondisi Baik dengan Target 2020 sebesar 76%; dan Tingkat Profesionalitas 
Aparatur Satpol PP dengan Target 2020 sebesar 17,74%. 

 
2. KOMPOSISI UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)   

a. Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. UPR memiliki 
kewenangan : 

 1) Menetepkan profil risiko.   

 2) Menunjuk koordinator Manajemen Risiko (KMR).  
b. Koordinator Manajemen Risiko (KMR) adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, dan memiliki 
kewenangan : 

 1) Membantu UPR dalam mengolah risiko. 

 

2) Bertanggungjawab langsung dalam proses MR dan operasional 
sehari-hari.  

b. Kasubag PEP bertindak sebagai Administrator Manajemen Risiko (AMR) yang bertugas : 

 Menatausahakan proses dan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan pelaporan risiko. 

Berikut ini bagan komposisi unit risiko :   

NO NAMA JABATAN 
TUGAS DAN TANGGUNG 

JAWAB 

1 N Lienda Ratnanurdianny, SH., 
M.Hum 

KEPALA SATUAN PEMILIK RISIKO 

2 Drs. Fery Birowo, MH SEKRETARIS SATUAN KOORDINATOR MANAJEMEN 
RISIKO 

3 Dhaud Damarel Luraroy, SH KASUBAG PEP ADMINISTRATOR 
MANAJEMEN RISIKO 

4 Dra. Siti Surya Dewi KASUBAG UMUM ANGGOTA TIM 

5 Eneng Nuryati, S.Sos KASUBAG KEUANGAN ANGGOTA TIM 

6 Taufiqurakhman, S.Ag.,MM KABID GAKDA ANGGOTA TIM 

7 Drs. Denny Jordan KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ANGGOTA TIM 

8 Drs. Eriman Syofyan, AP KASI PENEGAKAN DAN PENINDAKAN ANGGOTA TIM 

9 Drs. Ahmad Suhada KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN ANGGOTA TIM 

10 DR. Muhammad Fahmi, ST.,M.Si KABID TRANTIBUM PAMWAL ANGGOTA TIM 

11 R. Agus Mohamad, S.Kom.,M.Si KASI TRANMASTIBUM ANGGOTA TIM 

12 Fredi Garnida, SE KASI PAMWAL ANGGOTA TIM 

13 Dheni Wahyu Darnaedi, S.Sos KABID PSD DAN LINMAS ANGGOTA TIM 

14 Nelson Da Silva Gomes, S.Stp.,M.Si KASI PSD ANGGOTA TIM 

15 Rizal Adhiansyah, S.Sos KASI LINMAS ANGGOTA TIM 
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3. STAKEHOLDER INTERNAL 

NO NAMA/INSTANSI KETERANGAN 

1 WALI KOTA memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

2 DPRD mengawasai penyelenggaraan urusan ketenteraman ketertiban umum 
dan perlindungan masyarakat 

3 N Lienda Ratnanurdianny, 
SH.,M.Hum / Satpol PP sebagai 
Kepala Satuan 

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan 
masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota 
serta mengkoordinasikan Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah 
Daerah 

4 Drs. Fery Birowo, MH / Satpol PP 
sebagai Sekretaris 

melaksanakan Administrasi umum, pengkoordinasiaan perencanaan, 
evaluasi dan pengelolaan keuangan Satpol PP serta secara ex officio 
menjabat sebagai sekretaris Sekretariat Pejabat PPNS 

5 Taufiqurakhman, S.Ag.,MM / 
Satpol PP sebagai Kepala Bidang 
Penegakan Peraturan Daerah 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan 
penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan, serta penegakan dan 
penindakan 

6 Muhammad Fahmi, ST.,M.Si / 
Satpol PP sebagai Kepala Bidang 
Ketenteraman Ketertiban Umum 
dan Pengamanan Pengawalan 

melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban 
Umum dan Pengamanan Pengawalan 

7 Dheni Wahyu Darnaedi, S.Sos / 
Satpol PP sebagai Kepala Bidang 
Pembinaan Sumber Daya dan 
Perlindungan Masyarakat 

melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Sumber Daya 
dan Perlindungan Masyarakat 

8 Dinas Teknis  melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

 
4. STAKEHOLDER EKSTERNAL 

NO NAMA/INSTANSI KETERANGAN 

1 Instansi Vertikal (TNI, Polri, Kejaksaan, dan 
Pengadilan) 

membantu penyelenggaraan ketententeraman dan 
ketertiban masyarakat 

2 Masyarakat sebagai penerima pelayanan publik oleh pemerintahan 
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5. DAFTAR REGULASI PADA SATPOL PP KOTA DEPOK 

  

No Regulasi/Kebijakan/Peraturan/Prosedur 

1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828). 

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);  

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).  

5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679). 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614). 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890). 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72). 
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14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). 

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai 
Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan 
Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550). 

16 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10). 

17 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2019 tentang Manajemen Risiko (Berita Daerah Kota Depok 
Tahun 2019 Nomor 58). 

 
6. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP.           
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7. KRITERIA RISIKO   

     

 a. Kriteria Konsekuensi Risiko   

       

 NO LEVEL DAMPAK PENURUNAN KINERJA 

 

1 Tidak Signifikan Keluhan stakeholder  secara lisan/tulisan ke organisasi, ≤ 3 kali 
dalam satu periode 

 

2 Minor Keluhan stakeholder  secara lisan/tulisan ke organisasi, > 3 kali 
dalam satu periode 

 3 Moderat  Pemberitaan negatif di media massa lokal 

 4 Signifikan  Pemberitaan negatif di media massa nasional 

 5 Sangat Signifikan  Pemberitaan negatif di media massa internasional 

   

 

 

 

 

     

 NO LEVEL DAMPAK PENURUNAN KINERJA 

 1 Tidak Signifikan  Pencapaian target kinerja di atas 80% sd 100% 

 2 Minor  Pencapaian target kinerja di atas 50% sd 80% 

 3 Moderat  Pencapaian target kinerja di atas 25% sd 50% 

 4 Signifikan  Pencapaian target kinerja < 25% 

 5 Sangat Signifikan  Pemberitaan negatif di media massa internasional 

  

 

 

   

     

 NO LEVEL DAMPAK GANGGUAN TERHADAP PELAYANAN 

 1 Tidak Signifikan Pelayanan tertunda ≤ 1 hari 

 2 Minor Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari 

 3 Moderat Pelayanan tertundadi atas 5 hari s.d. 15 hari 

 4 Signifikan Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari 

 5 Sangat Signifikan Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari 
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B. Kriteria Kemungkinan 
Terjadinya Risiko   

 NO LEVEL FREKUENSI 

 1 Hampir Tidak Terjadi Terjadinya sangat jarang, kurang dari 2 kali 

 2 Jarang Terjadi Terjadinya jarang,   2 s.d. 10 kali 

 3 Kadang Terjadi Terjadinya cukup sering, diatas 10 s.d. 18 kali 

 4 Sering Terjadi Terjadinya sering, diatas 18 s.d. 26 kali 

 5 Hampir Pasti Terjadi Terjadi sangat sering, lebih dari 26 kali 

     

  

 

   

 

C. Tingkat Penerimaan 
(Tolerasi) Risiko   

 

Sesuai keputusan Pemilik Risiko, ditetapkan skor toleransi risiko adalah hasil perkalian konsekuensi 
dan kemungkinan. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   



 

32 
RENJA-P 2020 

 

Keterangan : 
   

  LEVEL RISIKO BESARAN RISIKO TINDAKAN YANG DIAMBIL 

  
Sangat Tinggi (5) 16 - 25 

Diperlukan tindakan segera utk mengelola 
risiko 

  
Tinggi (4) 10 - 15 

Diperlukan tindakan untuk mengelola 
risiko 

  
Sedang (3) 5 - 9 

Diambil tindakan jika sumber daya 
tersedia 

  
Rendah (2) 3 - 4 Diambil tindakan jika diperlukan 

  
Sangat Rendah (1) 1 - 2 

Tidak diperlukan tindakan khusus hanya 
bersifat preventif 

     

Selera risiko adalah besarnya risiko, dalam tingkat yang luas, yang dapat diterima oleh 

organisasi dalam upaya mewujudkan nilai organisasi. Selera risiko mencerminkan 
filosofi manajemen risiko organisasi, dan selanjutnya mempengaruhi budaya organisasi 

dan gaya operasinya. Selera risiko memberikan panduan untuk alokasi sumber daya. 
 
Toleransi risiko adalah tingkat risiko yang dapat diterima. Dalam menentukan toleransi 

risiko, manajemen mempertimbangkan kepentingan relatif dari tujuan-tujuan terkait 
dan menyelaraskan toleransi risiko dengan selera risiko. Beroperasi dalam toleransi 

risiko membantu meyakinkan organisasi untuk tetap berada dalam selera risikonya dan 
pada gilirannya akan membantu organisasi mencapai tujuannya. 
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           Form 2.  

II. IDENTIFIKASI RISIKO          

              

 

Untuk mencapai sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Meningkatnya Ketertiban Umum; 
Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat; dan Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan 
dalam Pelayanan Publik melalui pencapaian indikator-indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 
maka Bisnis Proses berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 

 
1. SASARAN : MENINGKATNYA KETERTIBAN 
UMUM        

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

              

   

  

  

  

  

              

        

 

 

 

 

 

      

Cakupan 
Penegakan 
Perda/Perwal 

Persentase 
Kawasan 
Trantibum 
yang Tertib 

Cakupan 
Rasio Petugas 
Linmas 

1. Menyiapkan Dasar 
Hukum Pelaksanaan 
Kegiatan 

2. Membuat Pemetaan 
dan Analisis 
Pelanggaran Perda 
dan Gangguan 
Ketertiban Umum 

3. Membentuk Tim. 

4. Melakukan 
Tindakan, berupa : 
Patroli/Monitoring, 
Penyelidikan, dan 
Penertiban 
(Yustisi/Non Yustisi); 
baik yang berasal dari 
hasil deteksi dini yang 
dilakukan oleh Satpol 
PP maupun dari hasil 
komunikasi atau 
koordinasi dengan 
Dinas/Instansi terkait 
serta yang berasal 
dari informasi 
masyarakat. 

5. Melaporkan hasil 
dan evaluasi 
kegiatan kepada 
KASAT melalui 
KABID/KASI. 

6. Hasil 
pelaksanaan 
kegiatan 
didata/diarsipkan 
dalam bentuk 
laporan tertulis 
serta dokumentasi. 

1. Menyusun pemetaan 
Satlinmas setiap 
Kelurahan 

2. Melakukan 
pendataan ke setiap 
Kelurahan 

3. Membuat 
analisis, laporan 
bersifat tertulis. 
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2. SASARAN : MENINGKATNYA KETENTERAMAN 
MASYARAKAT       

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Persentase 
Mitra Kerja 
Satpol PP yang 
Aktif 

Cakupan 
Patroli Siaga 
Ketertiban 
Umum dan 
Ketenteraman 
Masyarakat 

1. Menyusun 
kebutuhan personil 
dari Dinas/Instansi 
vertikal yang 
dibutuhkan untuk 
terlibat dalam 
kegiatan Satpol PP 

2. Melakukan 
patroli/monitoring/ 
penertiban yang 
terbagi dalam 3 
wilayah (Barat, 
Tengah, Timur) 

1. Membentuk Tim 
Patroli 24 Jam yang 
terbagi dalam 3 Regu 
dalam sehari. 

2. Membuat 
pemetaan lokasi atau 
titik yang akan 
dilakukan tindakan 
penertiban baik 
secara non yustisi 
maupun yustisi. 

3. Melaporkan hasil 
pelaksanaan 
kegiatan kepada 
KASAT melalui 
KABID/KASI, 
selanjutnya 
didata/diarsipkan 
hasil 
pelaksanaannya. 

3. Melaporkan hasil 
pelaksanaan patroli 
kepada KASAT 
bersifat "real time" 
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3. SASARAN : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam 
Pelayanan Publik.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

              

              

              

    

 

          

              

Predikat 
SAKIP 
Satpol 
PP 

Persentase 
Aset Satpol 
PP Kondisi 
Baik 

Tingkat 
Profesionalitas 
Aparatur 
Satpol PP 

1. Memerintahkan 
menyiapkan dokumen 
perencanaan (Renstra, 
RKT/Renja, IKU, PK, 
IKI) serta penyusunan 
LAKIP. 

2. Membuat SOP 
Pengumpulan Data 
Kinerja, Pengukuran 
Kinerja, dan Evaluasi 
Kinerja. 

3. Mengakumulasi 
data kinerja dari 
Bidang untuk 
dilakukan pengukuran 
disesuaikan dengan 
indikator kinerja 

4. Mengadakan 
evaluasi pencapaian 
kinerja melalui rapat 
internal Satpol PP 

5. Menyusun 
Dokumen LKIP, 
disertai hasil 
koreksi data 
capaian kinerja 
dan lampiran 
pengukuran data 
dan kinerja 
bersifat obyektif 

6. Penandatanganan 
Dokumen LAKIP, dan 
koreksi Dok. SAKIP 

7. Penyerahan 
Dokumen SAKIP 
(Renstra, 
RKT/Renja, 
PK/IKI, Rencana 
Aksi, ROPS, 
ROPK, serta LKIP) 
ke ORB dan 
Inspektorat 
Daerah, 
dilengkapi 
dengan Surat 
Pengantar. 

1. Membuat 
Sistematika 
Aset Satpol PP. 

2. Menginput 
aset dalam 
sistem pada 
setiap bulan. 

3. Menyusun 
permasalahan 
pengelolaan aset. 

3. Membuat laporan 
tertulis. 

1. Penjadwalan 
Bimtek Satpol 
PP 

2. Menyiapkan 
Aparatur yang 
diikutkan-
sertakan Bimtek 

3. Membuat 
analisis 
kompetensi 
SDM Satpol PP 

3. Melaporkan ke 
BKPSDM untuk 
peningkatan SDM 
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Bisnis proses dari ke-3 (tiga) sasaran tersebut, ditetapkan dan disepakati titik krusialnya. Sebagai 
berikut : 
 

 1. Membentuk Tim Kerja (Patroli 24 Jam, TRC, Deteksi Dini).       

 

2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penegakan Perda dan 
penyelenggaraan Tibum Tranmas di Kota Depok. 

 3. Menjalin komunikasi sekaligus konsolidasi dengan dinas teknis/instansi terkait.  

 4. Mendorong partisipasi masyarakat melalui media sosial terhadap temuan pelanggaran.  

 5. Melakukan pendataan Anggota Satlinmas di setiap Kelurahan di Kota Depok.  

 

6. Melibatkan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, BKPSDM, Dinas Sosial, Disperindag, 
Inspektorat, Disdik, Kecamatan, Kelurahan, dan unsur kemasyarakatan lainnya dalam pelaksanaan 
kegiatan di lapangan. 

 7. Melakukan Patroli 24 Jam selama 7 hari.         

 8. Melakukan pendataan titik-titik pelanggaran Perda dan titik-titik gangguan Tibum Tranmas.  

 

9. Melakukan penertiban reklame (spanduk yang melintang dan izin habis), serta penghalauan 
Anjal Gepeng Peminta umbangan dan Pengamen. 

 
10. Melakukan pendataan pencapaian kinerja dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan ke 
setiap Bidang.  

 11. Melakukan pendataan Aset yang dimiliki Satpol PP.  

 12. Menyelenggarakan Bimtek ke-Satpol PP-an.         
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FORM 2 : IDENTIFIKASI RISIKO 

 
1 UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA       

2 RUANG LINGKUP : (SESUAI SASARAN PD) 

3 JANGKA WAKTU PROSES : 02 Januari 2020- 31 Desember 2020 

4 TUJUAN PROSES : (TARGET SASARAN PD) 

5 PENANGGUNG JAWAB 
PROSES 

: N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum 

6 TAHUN ANGGARAN : 2020 

NO SASARAN UPR INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

UPR 

PROSES 
KEGIATAN 

RISIKO DESKRIPSI 
KONSEKUENSI 

RISIKO 

SISTEM 
PENGENDALIAN 

YANG ADA 
APA YG MUNGKIN 

TERJADI 
PENYEBAB 

TERJADINYA 
KAPAN 

TERJADINYA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Meningkatnya 
Ketertiban Umum 

Cakupan 
Penegakan 

Perda/Perwal 

Membentuk Tim 
Kerja (Patroli 24 
Jam, TRC, Deteksi 
Dini) 
  

Personil tidak 
lengkap 

Sibuk, Sakit, dan 
Alasan lainnya 

Pada saat  
(jadwal) 

penugasan  

Tim tidak andal Surat Perintah 

    Persentase 
Kawasan Rawan 
Trantibum yang 

Tertib 

Personil tidak 
disiplin jam kerja 

Kelalaian Pada saat 
absensi 

kehadiran 

Tim tidak 
berkualitas 

Surat Perintah 

          Tim tidak 
menyiapkan data 

secara lengkap 
dan akurat 

terhadap hasil 
pelaksanaan tugas 

Kurang responsif Pada saat 
pelaporan 

Tim tidak 
profesional 

Surat Perintah, 
Laporan 
Pelaksanaan 
Kerja setiap 
Bulan 
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        Memahami 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
terkait dengan 
Penegakan Perda 
dan 
penyelenggaraan 
Tibum Tranmas di 
Kota Depok 

Aparatur tidak 
paham Tupoksi 

Satpol PP secara 
benar 

Aparatur belum 
diberikan 

pelatihan secara 
khusus 

Pada saat 
pelaksanaan 

tugas di 
lapangan 

Menimbulkan 
citra negatif di 
masyarakat 

Surat Perintah 

        Menjalin 
komunikasi 
sekaligus 
konsolidasi 
dengan dinas 
teknis/instansi 
terkait 

Dinas teknis tidak 
kooperatif 

Tidak paham 
tugas dan 

kewenangan 
Satpol PP 

berdasarkan 
Undang-Undang 

Pada saat 
melakukan 
penertiban 

Tidak terjalin 
komunikasi dan 
konsolidasi 
dengan baik 

Peningkatan 
koordinasi 
dengan dengan 
Dinas Teknis  

        Mendorong 
partisipasi 
masyarakat 
melalui media 
sosial terhadap 
temuan 
pelanggaran  

Masyarakat cuek Tidak memiliki 
kesadaran hukum 

Pada saat 
melakukan 
sosialisasi 

Tidak ada peran 
masyarakat dalam 
menjaga 
ketertiban umum 

Peningkatan 
kegiatan 
sosialisasi Perda 
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    Cakupan Rasio 
Petugas Linmas 

Melakukan 
pendataan 
Anggota 
Satlinmas di 
setiap Kelurahan 
di Kota Depok 

Anggota Satlinmas 
tidak 

tersedia/terdata 
di Kelurahan 

Pihak kelurahan 
tidak tanggap 

terhadap 
keberadaan 
Satlinmas 

Pada saat 
dilakukan 
pendataan 

Anggota Satlinmas 
tidak terdata 
secara maksimal 

Peningkataan 
kapasitas 
anggota 
Satlinmas 

2 Meningkatnya 
Ketenteraman 
Masyarakat 

Persentase Mitra 
Kerja Satpol PP 

yang aktif 

Melibatkan 
Kepolisian, TNI, 
Kejaksaan, 
Pengadilan, 
BKPSDM, Dinas 
Sosial, 
Disperindag, 
Inspektorat, 
Disdik, 
Kecamatan, 
Kelurahan, dan 
unsur 
kemasyarakatan 
lainnya dalam 
pelaksanaan 
kegiatan di 
lapangan 

Personil yang 
dibutuhkan tidak 

tersedia 

Kesibukan Pada saat 
pelaksanaan 
kegiatan di 
lapangan 

Pelaksanaan 
kegiatan tidak 
optimal 

Surat Perintah 

        Personil yang 
dibutuhkan 

melebihi kuota 

Kesalahan 
komunikasi 

Pada saat 
pelaksanaan 
kegiatan di 
lapangan 

Anggaran tidak 
cukup 

Surat Perintah 

    Cakupan Patroli 
Siaga Ketertiban 

Umum dan 
Kententraman 

Masyarakat  

Melakukan 
Patroli 24 Jam 
selama 7 hari 

Kendaraan Patroli 
rusak dan tidak 
tersedia BBM 

Tidak dilakukan 
perawatan 

dengan baik 

Pada saat akan 
melaksanakan 

Patroli 

Patroli tidak 
terlaksana 

Melakukan 
pemeliharaan 
kendaraan 
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        Melakukan 
pendataan titik-
titik pelanggaran 
Perda dan titik-
titik gangguan 
Tibum Tranmas 

Cuaca buruk 
(hujan badai) 

Terpal kendaraan 
Patroli 

rusak/sobek 

Pada saat 
melaksanakan 

Patroli 

Patroli tidak 
dilaksanakan 

Pemeliharaan 
perawatan 
kendaraan 
secara periodik 

        Melakukan 
penertiban 
reklame (spanduk 
yang melintang 
dan izin habis), 
serta 
penghalauan 
Anjal Gepeng 
Peminta 
umbangan dan 
Pengamen 
  

Personil Patroli 
tidak lengkap 

Tidak disiplin Pada saat 
penugasan  

Personil tidak 
andal 

Surat Perintah 

        Terjadi serangan 
kriminal dari pihak 

yang tidak 
bertanggung 

jawab 

(Diduga) ada rasa 
balas dendam dari 

pihak yang 
dilakukan 

penertiban 

Pada saat 
melaksanakan 

Patroli 

Patroli terhambat Dilakukan 
pendampingan 
TNI dan Polri 
dalam 
pelaksanaan 
Patroli 
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3 Meningkatnya Kualitas 
Manajemen 
Pemerintahan dalam 
Pelayanan Publik 

Predikat SAKIP 
Satpol PP 

Melakukan 
pendataan 
pencapaian 
kinerja dari hasil 
pelaksanaan 
program dan 
kegiatan ke setiap 
Bidang  
  

Data tidak 
diperoleh 

Ketidaktahuan 
Bidang terhadap 
Indikator Kinerja 

yang harus dicapai 

Pada saat 
dilakukan 
pendataan 

capaian kinerja 

Dokumen LAKIP 
tidak tersusun 

Peningkatan 
pelaporan 
kinerja secara 
periodik 

        Data tidak akurat Ketidakpahaman 
Bidang menyusun 
database kinerja 

Pada saat 
pendataan 

capaian kinerja 

Dokumen LAKIP 
tidak tersusun 
dengan baik 

Peningkatan 
pelaporan 
kinerja secara 
periodik 

    Persentase Aset 
Satpol PP kondisi 

baik 

Melakukan 
pendataan Aset 
yang dimiliki 
Satpol PP 

Aset hilang dan 
rusak 

Tidak diakomodir 
dengan baik 

Pada saat 
pendataan aset 

Aset Satpol PP 
tidak terdata 

Pemeliharan 
Aset 

    Tingkat 
Profesionalitas 
Aparatur Satpol 

PP 

Menyelenggaraka
n Bimtek ke-
Satpol PP-an 

Aparatur tidak 
paham 

kompetensinya 

Kurang baca Pada saat 
dilakukan 

wawancara/ 
diskusi 

Aparatur Satpol 
tidak berkualitas 

Peningkatan 
kualitas sumber 
daya aparatur 
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FORM 3 : ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO 

1 UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        

2 RUANG LINGKUP : (SESUAI SASARAN PD) 

3 JANGKA WAKTU PROSES : 02 Januari 2020- 31 Desember 2020 

4 TUJUAN PROSES : (TARGET SASARAN PD) 

5 PENANGGUNG JAWAB PROSES : N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum 

6 TAHUN ANGGARAN : 2020 

              

NO SASARAN UPR INDIKATOR 
KINERJA 

UTAMA UPR 

PROSES 
KEGIATAN 

RISIKO DESKRIPSI 
KONSEKUENS

I RISIKO 

TINGKAT 
KONSEKUENSI 

TINGKAT 
KEMUNGKINAN 

LEVEL 
RISIKO 

TOLERANSI 
RISIKO 

PRIORITAS 
RISIKO 

APA YG 
MUNGKIN 
TERJADI 

PENYEBAB 
TERJADINYA 

KAPAN 
TERJADINYA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Meningkatnya Ketertiban 
Umum 

Cakupan 
Penegakan 

Perda/Perwal 

Membentuk 
Tim Kerja 
(Patroli 24 
Jam, TRC, 
Deteksi Dini) 

Personil Tim 
Kerja tidak 

lengkap 

Sibuk, Sakit, 
dan Alasan 

lainnya 

Pada saat  
(jadwal) 

penugasan  

Tim tidak 
andal 

5 3 15 6 2 

    Persentase 
Kawasan 
Rawan 

Trantibum 
yang Tertib 

  Personil Tim 
Kerja tidak 
disiplin jam 

kerja 

Kelalaian Pada saat 
absensi 

kehadiran 

Tim tidak 
berkualitas 

5 3 15 5 1 
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          Tim Kerja 
tidak 

menyiapkan 
data secara 
lengkap dan 

akurat 
terhadap 

hasil 
pelaksanaan 

tugas 

Kurang 
responsif 

Pada saat 
pelaporan 

Tim tidak 
profesional 

4 3 12 3 5 

        Memahami 
peraturan 
perundang-
undangan 
yang terkait 
dengan 
Penegakan 
Perda dan 
penyelenggara
an Tibum 
Tranmas di 
Kota Depok 

Aparatur 
Satpol PP 

tidak paham 
Tupoksi 

Satpol PP 
secara benar 

Aparatur 
belum 

diberikan 
pelatihan 

secara 
khusus 

Pada saat 
pelaksanaan 

tugas di 
lapangan 

Menimbulkan 
citra negatif 

di 
masyarakat 

3 4 12 4 11 

        Menjalin 
komunikasi 
sekaligus 
konsolidasi 
dengan dinas 
teknis/instansi 
terkait 

Dinas teknis 
tidak 

kooperatif 
terhadap 
Tupoksi 

Satpol PP 

Dinas Teknis 
tidak paham 

tugas dan 
kewenangan 

Satpol PP 
berdasarkan 

Undang-
Undang 

Pada saat 
melakukan 
penertiban 

Tidak terjalin 
komunikasi 

dan 
konsolidasi 
dengan baik 

3 3 9   12 
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        Mendorong 
partisipasi 
masyarakat 
melalui media 
sosial 
terhadap 
temuan 
pelanggaran  

Masyarakat 
cuek 

terhadap 
pentingnya 
ketertiban 

umum 

Tidak 
memiliki 

kesadaran 
hukum 

Pada saat 
melakukan 
sosialisasi 

Tidak ada 
peran 

masyarakat 
dalam 

menjaga 
ketertiban 

umum 

5 4 20   10 

    Cakupan Rasio 
Petugas Linmas 

Melakukan 
pendataan 
Anggota 
Satlinmas di 
setiap 
Kelurahan di 
Kota Depok 

Anggota 
Satlinmas 

tidak 
tersedia/ 
terdata di 
Kelurahan 

Pihak 
kelurahan 

tidak 
tanggap 
terhadap 

keberadaan 
Satlinmas 

Pada saat 
dilakukan 

pendataan 

Kelurahan 
enggan 

melakukan 
pendataan 

Anggota 
Satlinmas 

4 3 12 2 9 

2 Meningkatnya 
Ketenteraman Masyarakat 

Persentase 
Mitra Kerja 

Satpol PP yang 
aktif 

Melibatkan 
Kepolisian, 
TNI, 
Kejaksaan, 
Pengadilan, 
BKPSDM, 
Dinas Sosial, 
Disperindag, 
Inspektorat, 
Disdik, 
Kecamatan, 
Kelurahan, 
dan unsur 
kemasyarakat
an lainnya 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan di 
lapangan 

Personil 
Mitra Kerja 
Satpol PP 

yang 
dibutuhkan 

tidak tersedia 

Kesibukan Pada saat 
pelaksanaan 
kegiatan di 
lapangan 

Pelaksanaan 
kegiatan 

tidak optimal 

3 3 9 4 13 
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          Personil 
Mitra Kerja 
Satpol PP 

yang 
dibutuhkan 

melebihi 
kuota 

Kesalahan 
komunikasi 

Pada saat 
pelaksanaan 
kegiatan di 
lapangan 

Anggaran 
tidak cukup 

3 3 9 2 17 

    Cakupan 
Patroli Siaga 
Ketertiban 
Umum dan 

Kententraman 
Masyarakat  

Melakukan 
Patroli 24 Jam 
selama 7 hari 

Kendaraan 
Patroli Satpol 
PP rusak dan 
tidak tersedia 

BBM 

Tidak 
dilakukan 

perawatan 
dengan baik 

Pada saat 
akan 

melaksanakan 
Patroli 

Patroli tidak 
terlaksana 

5 3 15 4 16 

        Melakukan 
pendataan 
titik-titik 
pelanggaran 
Perda dan 
titik-titik 
gangguan 
Tibum 
Tranmas 

Cuaca buruk 
(hujan badai) 

dalam 
pendataan 

titik 
pelanggaran 
Perda dan 

titik 
gangguan 

Tibum 
Tranmas 

Terpal 
kendaraan 

Patroli 
rusak/sobek 

Pada saat 
melaksanakan 

Patroli 

Patroli tidak 
dilaksanakan 

4 3 12 3 15 
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        Melakukan 
penertiban 
reklame 
(spanduk yang 
melintang dan 
izin habis), 
serta 
penghalauan 
Anjal Gepeng 
Peminta 
umbangan 
dan Pengamen 

Personil 
Patroli Satpol 

PP tidak 
lengkap 

Tidak 
disiplin 

Pada saat 
penugasan  

Personil 
Patroli tidak 

andal 

5 4 20 9 3 

          Terjadi 
serangan 

kriminal dari 
pihak yang 

tidak 
bertanggung 

jawab 
terhadap 

Patroli Satpol 
PP 

(Diduga) ada 
rasa balas 

dendam dari 
pihak yang 
dilakukan 

penertiban 

Pada saat 
melaksanakan 

Patroli 

Patroli 
terhambat 

3 3 9 2 14 

3 Meningkatnya Kualitas 
Manajemen Pemerintahan 
dalam Pelayanan Publik 

Predikat SAKIP 
Satpol PP 

Melakukan 
pendataan 
pencapaian 
kinerja dari 
hasil 
pelaksanaan 
program dan 
kegiatan ke 
setiap Bidang  

Data Kinerja 
Satpol PP 

tidak 
diperoleh 

Bidang tidak 
memahami 

Indikator 
Kinerja yang 

harus 
dicapai 

Pada saat 
dilakukan 

pendataan 
capaian 
kinerja 

Dokumen 
LAKIP tidak 

tersusun 

5 2 10 6 7 
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          Data Capaian 
Kinerja Satpol 

PP tidak 
akurat 

Ketidakpaha
man Bidang 
menyusun 
database 

kinerja 

Pada saat 
pendataan 

capaian 
kinerja 

Dokumen 
LAKIP tidak 

tersusun 
dengan baik 

5 2 10 6 8 

    Persentase 
Aset Satpol PP 

kondisi baik 

Melakukan 
pendataan 
Aset yang 
dimiliki Satpol 
PP 

Aset Satpol 
PP hilang dan 

rusak 

Jumlah Aset 
tidak 

diakomodir 
dengan baik 

Pada saat 
pendataan 

aset 

Aset Satpol 
PP tidak 
terdata 

5 1 5 6 6 

    Tingkat 
Profesionalitas 

Aparatur 
Satpol PP 

Menyelenggar
akan Bimtek 
ke-Satpol PP-
an 

Aparatur 
Satpol PP 

tidak paham 
kompetensin

ya 

Kurang baca Pada saat 
dilakukan 

wawancara/ 
diskusi 

Aparatur 
Satpol tidak 
berkualitas 

4 3 12 4 4 
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FORM 4 : EVALUASI RISIKO 

1. UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA       

2. RUANG LINGKUP : (SESUAI SASARAN PD)        

3. JANGKA WAKTU PROSES : 02 Januari 2020- 31 Desember 2020      
 

4. TUJUAN PROSES : (TARGET SASARAN PD)       
 

5. PENANGGUNG JAWAB PROSES : N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum      
 

6. TAHUN ANGGARAN : 2020   
     

 

            

PRIORITAS NO RISIKO PENYEBAB 
TERJADINYA 

DESKRIPSI 
KONSEKUENSI 

OPSI 
PENANGANAN 

OPSI YANG 
DIPILIH 

PERINCIAN RENCANA 
PENANGANAN RISIKO 

UKURAN 
KINERJA 

TARGET 
KINERJA 

JADWAL 
IMPLEMENTASI 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Membentuk Tim 
Kerja (Patroli 24 

Jam, TRC, Deteksi 
Dini) 

1 Personil Tim Kerja tidak 
lengkap 

Sibuk, Sakit, dan 
Alasan lainnya 

Tim tidak 
andal 

-  Mengurangi 
kemungkinan 
risiko 

-  Menurunkan 
konsekuensi 

risiko 

Menugaskan Personil 
Satpol PP mengikuti 

Pelatihan Kedisiplinan 
(Character Buiding) 

dengan mengundang 
Narasumber dari TNI dan 

Polri 

Kegiatan 3 kali Maret minggu 
kedua, Juni 

minggu kedua, 
dan September 
minggu kedua 

Sekretaris 

  2 Personil Tim Kerja tidak 
disiplin jam kerja 

Kelalaian Tim tidak 
berkualitas 

-  Menurunkan 
konsekuensi 
risiko 

            

  3 Tim Kerja tidak 
menyiapkan data secara 

lengkap dan akurat 
terhadap hasil 

pelaksanaan tugas 

Kurang responsif Tim tidak 
profesional 

-  Menerima 
risiko 
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Memahami 
peraturan 

perundang-
undangan yang 
terkait dengan 

Penegakan Perda 
dan 

penyelenggaraan 
Tibum Tranmas di 

Kota Depok 

4 Aparatur Satpol PP tidak 
paham Tupoksi Satpol 
PP secara benar 

Aparatur belum 
diberikan 
pelatihan secara 
khusus 

Menimbulkan 
citra negatif di 
masyarakat 

-  Mengurangi 
kemungkinan 
risiko 

-  Mengurangi 
kemungkinan 

risiko 

Membuat Buku Saku 
tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Satpol PP 
berdasarkan UU, PP, 

Permendagri, dan 
Perda/Perwal 

Kegiatan 1 kali Februari 
minggu 

keempat 

Sekretaris 

          -  Menurunkan 
konsekuensi 
risiko 

            

          -  Menerima 
risiko 

            

Menjalin 
komunikasi 

sekaligus 
konsolidasi dengan 

dinas 
teknis/instansi 

terkait 

5 Dinas teknis tidak 
kooperatif terhadap 

Tupoksi Satpol PP 

Dinas Teknis 
tidak paham 

tugas dan 
kewenangan 

Satpol PP 
berdasarkan 

Undang-Undang 

Tidak terjalin 
komunikasi 

dan 
konsolidasi 
dengan baik 

-  Mengurangi 
kemungkinan 
risiko 

-  Mengurangi 
kemungkinan 

risiko 

Mengundang Dinas 
Teknis dan Masyarakat 

dalam seminar Satpol PP 
dengan mengundang 

Narasumber dari 
Kementerian Dalam 

Negeri, TNI, Polri, dan 
Kejaksaan 

kegiatan 2 kali Januari minggu 
keempat, dan 

Juli minggu 
keempat 

Kabid. Gakda 
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Mendorong 
partisipasi 

masyarakat 
melalui media 

sosial terhadap 
temuan 

pelanggaran  

6 Masyarakat cuek 
terhadap pentingnya 

ketertiban umum 

Tidak memiliki 
kesadaran 

hukum 

Tidak ada 
peran 

masyarakat 
dalam 

menjaga 
ketertiban 

umum 

-  Menurunkan 
konsekuensi 
risiko 

            

          -  Menerima 
risiko 

            

Melakukan 
pendataan 

Anggota Satlinmas 
di setiap 

Kelurahan di Kota 
Depok 

7 Anggota Satlinmas tidak 
tersedia/ terdata di 

Kelurahan 

Pihak kelurahan 
tidak tanggap 

terhadap 
keberadaan 
Satlinmas 

Kelurahan 
enggan 

melakukan 
pendataan 

Anggota 
Satlinmas 

-  Mengurangi 
kemungkinan 
risiko 

-  Menurunkan 
konsekuensi 

risiko 

Melibatkan sekaligus 
mengundang pihak 

Kelurahan dalam 
Penetapan Anggota 

Satlinmas tingkat Kota 

Kegiatan 1 kali Juni minggu 
pertama 

Kabid. PSD dan 
Linmas 

          -  Menurunkan 
konsekuensi 
risiko 

            

          -  Menerima 
risiko 
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Melibatkan 
Kepolisian, TNI, 

Kejaksaan, 
Pengadilan, 

BKPSDM, Dinas 
Sosial, 

Disperindag, 
Inspektorat, 

Disdik, Kecamatan, 
Kelurahan, dan 

unsur 
kemasyarakatan 

lainnya dalam 
pelaksanaan 
kegiatan di 
lapangan 

8 Personil Mitra Kerja 
Satpol PP yang 

dibutuhkan tidak 
tersedia 

Kesibukan Pelaksanaan 
kegiatan tidak 

optimal 

-  Mengurangi 
kemungkinan 
risiko 

-  Menurunkan 
konsekuensi 

risiko 

Menyusun sekaligus 
menetapkan Jumlah 
Kebutuhan Personil 

dalam Surat Keputusan 
Wali Kota dan/atau 

Kepala Satuan 

Kegiatan 1 kali Februari 
minggu ketiga 

Kabid. 
Trantibum 

Pamwal dan 
Kabid. Gakda 

  9 Personil Mitra Kerja 
Satpol PP yang 

dibutuhkan melebihi 
kuota 

Kesalahan 
komunikasi 

Anggaran tidak 
cukup 

-  Menurunkan 
konsekuensi 
risiko 

-  Menerima 
risiko 

          

          -  Menerima 
risiko 

            

Melakukan Patroli 
24 Jam selama 7 

hari 

10 Kendaraan Patroli Satpol 
PP rusak dan tidak 

tersedia BBM 

Tidak dilakukan 
perawatan 

dengan baik 

Patroli tidak 
terlaksana 

-  Mengurangi 
kemungkinan 
risiko 

-  Mengurangi 
kemungkinan 

risiko 

Melakukan perawatan 
secara berkala 

kendaraan Patroli 

Kegiatan 12 kali setiap Bulan 
minggu 

keempat 

Sekretaris 
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Melakukan 
pendataan titik-
titik pelanggaran 
Perda dan titik-
titik gangguan 

Tibum Tranmas 

11 Cuaca buruk (hujan 
badai) dalam pendataan 
titik pelanggaran Perda 

dan titik gangguan 
Tibum Tranmas 

Terpal 
kendaraan 

Patroli 
rusak/sobek 

Patroli tidak 
dilaksanakan 

-  Menurunkan 
konsekuensi 
risiko 

-  Menerima 
risiko 

Menyediakan pakaian 
pelindung air hujan (Jas 

Hujan) 

Kegiatan 1 kali Maret minggu 
kedua 

Sekretaris 

Melakukan 
penertiban 

reklame (spanduk 
yang melintang 
dan izin habis), 

serta penghalauan 
Anjal Gepeng 

Peminta 
umbangan dan 

Pengamen 

12 Personil Patroli Satpol 
PP tidak lengkap 

Tidak disiplin Personil Patroli 
tidak andal 

-  Menerima 
risiko 

-  Menurunkan 
konsekuensi 

risiko 

Pembinaan disiplin 
pegawai 

Kegiatan 3 kali April minggu 
pertama, Juni 

minggu 
pertama, 
Agustus 
minggu 
pertama 

Kabid. PSD dan 
Linmas 

  13 Terjadi serangan 
kriminal dari pihak yang 

tidak bertanggung 
jawab terhadap Patroli 

Satpol PP 

(Diduga) ada 
rasa balas 

dendam dari 
pihak yang 
dilakukan 

penertiban 

Patroli 
terhambat 

  -  Mengurangi 
kemungkinan 

risiko 

Melibatkan TNI dan Polri 
dalam pelaksanaan 

Patroli  untuk melakukan 
pendampingan  

Kegiatan 12 
bulan 

Setiap hari 
selama 12 

bulan 

Kabid. 
Trantibum dan 

Pamwal 

Melakukan 
pendataan 

pencapaian kinerja 
dari hasil 

pelaksanaan 
program dan 

kegiatan ke setiap 
Bidang  

14 Data Kinerja Satpol PP 
tidak diperoleh 

Ketidaktahuan 
Bidang terhadap 
Indikator Kinerja 

yang harus 
dicapai 

Dokumen 
LAKIP tidak 

tersusun 

-  Mengurangi 
kemungkinan 
risiko 

-  Mengurangi 
kemungkinan 

risiko 

Rapat koordinasi Internal 
Satpol PP 

Kegiatan 4 kali April minggu 
kedua, Juli 

minggu kedua, 
Oktober 

minggu kedua, 
Desember 

minggu 
keempat  

Sekretaris 
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  15 Data Capaian Kinerja 
Satpol PP tidak akurat 

Ketidakpahaman 
Bidang 

menyusun 
database kinerja 

Dokumen 
LAKIP tidak 

tersusun 
dengan baik 

-  Menurunkan 
konsekuensi 
risiko 

            

Melakukan 
pendataan Aset 

yang dimiliki 
Satpol PP 

16 Aset Satpol PP hilang 
dan rusak 

Jumlah Aset 
tidak 

diakomodir 
dengan baik 

Aset Satpol PP 
tidak terdata 

-  Menerima 
risiko 

-  Menurunkan 
konsekuensi 
risiko 

Menyusun sistematika 
Aset 

Kegiatan 12 kali Setiap bulan 
minggu 

keempat 

Sekretaris 

Menyelenggarakan 
Bimtek ke-Satpol 

PP-an 

17 Aparatur Satpol PP tidak 
paham kompetensinya 

Kurang baca Aparatur 
Satpol tidak 
berkualitas 

  -  Menurunkan 
konsekuensi 
risiko 

Meningkatkan 
Profesionalitas Aparatur 

Satpol PP 

Kegiatan 2 kali Mei minggu 
ketiga, 

September 
minggu ketiga 

Kabid. PSD dan 
Linmas 
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FORM 5 : MONITORING RISIKO 

1. UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA    

2. RUANG LINGKUP : (SESUAI SASARAN PD)    

3. JANGKA WAKTU PROSES : 02 Januari 2020- 31 Desember 2020    

4. TUJUAN PROSES : (TARGET SASARAN PD)    

5. PENANGGUNG JAWAB PROSES : N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum    

6. TAHUN ANGGARAN : 2020     

       

NO RISIKO YANG DITANGANI 
TREND RISIKO 
(meningkat, 

menurun, stabil) 

RISIKO RESIDUAL 
AKTUAL 

RISIKO RESIDUAL 
YANG DIHARAPKAN 

KESENJANGAN/ 
DEVIASI 

LANGKAH KOREKTIF & 
REKOMENDASI 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Personil Tim Kerja tidak lengkap Stabil 15 6 9 Evaluasi 

2 Personil Tim Kerja tidak disiplin 
jam kerja 

Menurun 25 9 16 Monitoring dan Evaluasi 

3 Tim Kerja tidak menyiapkan data 
secara lengkap dan akurat 
terhadap hasil pelaksanaan tugas 

Menurun 25 9 16 Monitoring dan Evaluasi 

4 Aparatur Satpol PP tidak paham 
Tupoksi Satpol PP secara benar 

Stabil 15 6 9 Evaluasi 

5 Dinas teknis tidak kooperatif 
terhadap Tupoksi Satpol PP 

Stabil 15 6 9 Evaluasi 
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6 Masyarakat cuek terhadap 
pentingnya ketertiban umum 

Stabil 15 6 9 Evaluasi 

7 Anggota Satlinmas tidak tersedia/ 
terdata di Kelurahan 

Menurun 25 9 16 Monitoring dan Evaluasi 

8 Personil Mitra Kerja Satpol PP 
yang dibutuhkan tidak tersedia 

Stabil 15 6 9 Evaluasi 

9 Personil Mitra Kerja Satpol PP 
yang dibutuhkan melebihi kuota 

Stabil 15 6 9 Evaluasi 

10 Kendaraan Patroli Satpol PP rusak 
dan tidak tersedia BBM 

Menurun 25 9 16 Monitoring dan Evaluasi 

11 Cuaca buruk (hujan badai) dalam 
pendataan titik pelanggaran 
Perda dan titik gangguan Tibum 
Tranmas 

Meningkat 10 3 7 Evaluasi 

12 Personil Patroli Satpol PP tidak 
lengkap 

Stabil 15 6 9 Evaluasi 

13 Terjadi serangan kriminal dari 
pihak yang tidak bertanggung 
jawab terhadap Patroli Satpol PP 

Meningkat 10 3 7 Evaluasi 

14 Data Kinerja Satpol PP tidak 
diperoleh 

Stabil 15 6 9 Evaluasi 

15 Data Capaian Kinerja Satpol PP 
tidak akurat 

Stabil 15 6 9 Evaluasi 

16 Aset Satpol PP hilang dan rusak Stabil 15 6 9 Evaluasi 

17 Aparatur Satpol PP tidak paham 
kompetensinya 

Stabil 15 6 9 Evaluasi 
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FORM 6 : MONITORING PENANGANAN RISIKO 

1. UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA          

2. RUANG LINGKUP : (SESUAI SASARAN PD)           

3. JANGKA WAKTU PROSES 
: 02 Januari 2020- 31 Desember 
2020 

         

4. TUJUAN PROSES : (TARGET SASARAN PD)           

5. PENANGGUNG JAWAB PROSES : N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum         

6. TAHUN ANGGARAN : 2020            

               

PRIORITAS NO 
RISIKO BERDASARKAN 

URUTAN PRIORITAS 

PENANGANAN 

TINGKAT RISIKO SETELAH PENANGANAN 
RISIKO KESENJANGAN DAN 

ATAU DEVIASI 

LANGKAH 
KOREKTIF / 

RENCANA AKSI 
& 

REKOMENDASI 

AKTUAL YANG DIHARAPKAN 

RENCANA REALISASI KONS KEM  SKOR KONS KEM  SKOR KONS KEM  SKOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Membentuk Tim 
Kerja (Patroli 24 

Jam, TRC, Deteksi 
Dini) 

1 Personil Tim Kerja tidak 
lengkap 

Menugaskan 
Personil Satpol 
PP mengikuti 
Pelatihan 
Kedisiplinan 
(Character 
Buiding) 
dengan 
mengundang 
Narasumber 
dari TNI dan 
Polri 

60 Personil 
Satpol PP 
mengikuti 
Pelatihan 
Disiplin 

(Character 
Buiding) 

5 5 25 3 3 9 3 3 9 Monitoring dan 
Evaluasi 
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2 Personil Tim Kerja tidak 
disiplin jam kerja 

                      

3 Tim Kerja tidak menyiapkan 
data secara lengkap dan 

akurat terhadap hasil 
pelaksanaan tugas 

                      

Memahami 
peraturan 

perundang-
undangan yang 
terkait dengan 

Penegakan Perda 
dan 

penyelenggaraan 
Tibum Tranmas di 

Kota Depok 

4 Aparatur Satpol PP tidak 
paham Tupoksi Satpol PP 

secara benar 

Membuat 
Buku Saku 

tentang Tugas 
Pokok dan 

Fungsi Satpol 
PP 

berdasarkan 
UU, PP, 

Permendagri, 
dan 

Perda/Perwal 

250 Buku 
Saku tercetak 

4 4 16 3 2 6 3 3 9 Evaluasi 
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Menjalin 
komunikasi 

sekaligus 
konsolidasi dengan 

dinas 
teknis/instansi 

terkait 

5 Dinas teknis tidak kooperatif 
terhadap Tupoksi Satpol PP 

Mengundang 
Dinas Teknis 
dan 
Masyarakat 
dalam seminar 
Satpol PP 
dengan 
mengundang 
Narasumber 
dari 
Kementerian 
Dalam Negeri, 
TNI, Polri, dan 
Kejaksaan 
  

Rapat 
Koordinasi 

4 5 20 3 3 9 3 3 9 Evaluasi 

Mendorong 
partisipasi 

masyarakat 
melalui media 
sosial terhadap 

temuan 
pelanggaran  

6 Masyarakat cuek terhadap 
pentingnya ketertiban 

umum 

                    

Melakukan 
pendataan 

Anggota Satlinmas 
di setiap 

Kelurahan di Kota 
Depok 

7 Anggota Satlinmas tidak 
tersedia/ terdata di 

Kelurahan 

Melibatkan 
sekaligus 

mengundang 
pihak 

Kelurahan 
dalam 

Penetapan 
Anggota 

Satlinmas 
tingkat Kota 

Penetapan 
Jumlah 

Anggota 
Satlinmas 

tingkat Kota 
Depok 

sebanyak 630 
Orang 

4 3 12 3 3 9 4 4 16 Evaluasi 
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Melibatkan 
Kepolisian, TNI, 

Kejaksaan, 
Pengadilan, 

BKPSDM, Dinas 
Sosial, 

Disperindag, 
Inspektorat, 

Disdik, Kecamatan, 
Kelurahan, dan 

unsur 
kemasyarakatan 

lainnya dalam 
pelaksanaan 
kegiatan di 
lapangan 

8 Personil Mitra Kerja Satpol 
PP yang dibutuhkan tidak 

tersedia 

Menyusun 
sekaligus 

menetapkan 
Jumlah 

Kebutuhan 
Personil dalam 

Surat 
Keputusan 
Wali Kota 
dan/atau 

Kepala Satuan 
  

SK Wali Kota  5 5 25 3 3 9 3 3 9 Evaluasi 

9 Personil Mitra Kerja Satpol 
PP yang dibutuhkan 

melebihi kuota 

                      

Melakukan Patroli 
24 Jam selama 7 

hari 

10 Kendaraan Patroli Satpol PP 
rusak dan tidak tersedia 

BBM 

Melakukan 
perawatan 

secara berkala 
kendaraan 

Patroli 

12 kendaraan 
patroli 

dilakukan 
pemeliharaan 

3 5 15 3 4 12 4 4 16 Evaluasi 

Melakukan 
pendataan titik-
titik pelanggaran 
Perda dan titik-
titik gangguan 

Tibum Tranmas 

11 Cuaca buruk (hujan badai) 
dalam pendataan titik 

pelanggaran Perda dan titik 
gangguan Tibum Tranmas 

Pengadaan 
Pakaian 

Pelindung Air 
Hujan (Jas 

Hujan) 

125 Jas Hujan 5 2 10 4 2 8 2 3.5 7 Evaluasi 
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Melakukan 
penertiban 

reklame (spanduk 
yang melintang 
dan izin habis), 

serta penghalauan 
Anjal Gepeng 

Peminta 
umbangan dan 

Pengamen 
  

12 Personil Patroli Satpol PP 
tidak lengkap 

Pembinaan 
disiplin 

pegawai 

200 personil 
Satpol PP 
dilakukan 

pembinaan 

4 4 16 4 3 12 3 3 9 Evaluasi 

13 Terjadi serangan kriminal 
dari pihak yang tidak 
bertanggung jawab 

terhadap Patroli Satpol PP 

Melibatkan 
TNI dan Polri 

dalam 
pelaksanaan 
Patroli  untuk 

melakukan 
pendampingan  

2 Anggota 
TNI, dan 2 

Anggota Polri 
mendamping 
pelaksanaan 
Patroli pada 

sore dan 
malam hari 

5 3 15 4 5 20 2 3.5 7 Monitoring dan 
Evaluasi 

Melakukan 
pendataan 

pencapaian kinerja 
dari hasil 

pelaksanaan 
program dan 

kegiatan ke setiap 
Bidang  

14 Data Kinerja Satpol PP tidak 
diperoleh 

Rapat 
koordinasi 

Internal Satpol 
PP 
  

Rapat 
Koordinasi 

5 5 25 5 5 25 3 3 9 Evaluasi 

15 Data Capaian Kinerja Satpol 
PP tidak akurat 

                      

Melakukan 
pendataan Aset 

yang dimiliki 
Satpol PP 

16 Aset Satpol PP hilang dan 
rusak 

Menyusun 
sistematika 

Aset 

Sistematika 
Aset Satpol 

PP 

5 4 20 5 3 15 3 3 9 Monitoring dan 
Evaluasi 

Menyelenggarakan 
Bimtek ke-Satpol 

PP-an 

17 Aparatur Satpol PP tidak 
paham kompetensinya 

Meningkatkan 
Profesionalitas 

Aparatur 
Satpol PP 

Aparatur 
Satpol PP 

yang 
Profesional 

4 4 16 4 4 16 3 3 9 Evaluasi 
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FORM 7 : RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) 

1. UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA    

2. RUANG LINGKUP : (SESUAI SASARAN PD)    

3. JANGKA WAKTU PROSES 
: 02 Januari 2020- 31 Desember 
2020 

   

4. TUJUAN PROSES : (TARGET SASARAN PD)    

5. PENANGGUNG JAWAB PROSES : N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum   

6. TAHUN ANGGARAN : 2020    

      

NO PERNYATAAN RISIKO URAIAN RENCANA TINDAK 
PENGENDALIAN 

TARGET WAKTU 
PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

1 Personil Tim Kerja tidak lengkap Menugaskan Personil Satpol PP 
mengikuti Pelatihan Kedisiplinan 
(Character Buiding) dengan 
mengundang Narasumber dari TNI 
dan Polri 
  
  

Maret minggu kedua, Juni 
minggu kedua, dan 

September minggu kedua 
  
  

Sekretaris Controlable 

2 Personil Tim Kerja tidak disiplin 
jam kerja 

    

3 Tim Kerja tidak menyiapkan data 
secara lengkap dan akurat 
terhadap hasil pelaksanaan tugas 

    

4 Aparatur Satpol PP tidak paham 
Tupoksi Satpol PP secara benar 

Membuat Buku Saku tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi Satpol PP 
berdasarkan UU, PP, Permendagri, 
dan Perda/Perwal 

Februari minggu keempat Sekretaris Controlable 
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5 Dinas teknis tidak kooperatif 
terhadap Tupoksi Satpol PP 

Mengundang Dinas Teknis dan 
Masyarakat dalam seminar Satpol 
PP dengan mengundang 
Narasumber dari Kementerian 
Dalam Negeri, TNI, Polri, dan 
Kejaksaan 

Januari minggu keempat, 
dan Juli minggu keempat 

Kabid. Gakda Controlable 

6 Masyarakat cuek terhadap 
pentingnya ketertiban umum 

      

7 Anggota Satlinmas tidak tersedia/ 
terdata di Kelurahan 

Melibatkan sekaligus mengundang 
pihak Kelurahan dalam Penetapan 
Anggota Satlinmas tingkat Kota 

Juni minggu pertama Kabid. PSD dan Linmas Controlable 

8 Personil Mitra Kerja Satpol PP 
yang dibutuhkan tidak tersedia 

Menyusun sekaligus menetapkan 
Jumlah Kebutuhan Personil dalam 
Surat Keputusan Wali Kota dan/atau 
Kepala Satuan 
  

Februari minggu ketiga Kabid. Trantibum Pamwal 
dan Kabid. Gakda 

Uncontrolable 

9 Personil Mitra Kerja Satpol PP 
yang dibutuhkan melebihi kuota 

      

10 Kendaraan Patroli Satpol PP rusak 
dan tidak tersedia BBM 

Melakukan perawatan secara 
berkala kendaraan Patroli 

setiap Bulan minggu 
keempat 

Sekretaris Controlable 

11 Cuaca buruk (hujan badai) dalam 
pendataan titik pelanggaran Perda 
dan titik gangguan Tibum Tranmas 

Pengadaan Pakaian Pelindung Air 
Hujan (Jas Hujan) 

Maret minggu kedua Sekretaris Controlable 

12 Personil Patroli Satpol PP tidak 
lengkap 

Pembinaan disiplin pegawai April minggu pertama, Juni 
minggu pertama, Agustus 

minggu pertama 

Kabid. PSD dan Linmas Controlable 

13 Terjadi serangan kriminal dari 
pihak yang tidak bertanggung 
jawab terhadap Patroli Satpol PP 

Melibatkan TNI dan Polri dalam 
pelaksanaan Patroli  untuk 
melakukan pendampingan  

Setiap hari selama 12 
bulan 

Kabid. Trantibum dan 
Pamwal 

Uncontrolable 



 

63 
RENJA-P 2020 

14 Data Kinerja Satpol PP tidak 
diperoleh 

Rapat koordinasi Internal Satpol PP April minggu kedua, Juli 
minggu kedua, Oktober 

minggu kedua, Desember 
minggu keempat  

  

Sekretaris Controlable 

15 Data Capaian Kinerja Satpol PP 
tidak akurat 

      

16 Aset Satpol PP hilang dan rusak Menyusun sistematika Aset Setiap bulan minggu 
keempat 

Sekretaris Controlable 

17 Aparatur Satpol PP tidak paham 
kompetensinya 

Meningkatkan Profesionalitas 
Aparatur Satpol PP 

Mei minggu ketiga, 
September minggu ketiga 

Kabid. PSD dan Linmas Controlable 
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2.6 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan 

tersebut diperoleh melalui hasil musrembang tingkat OPD, yang 

dituangkan ke dalam tabel usulan program dan kegiatan tahun 

berikutnya yang dituangkan kedalam Tabel T-C.32. dibawah ini : 

 

Tabel T-C.32. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 

Kota Depok 

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP     

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Besaran / 
Volume 

Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Penetapan Anggota 
Satlinmas Kota Depok 

Kota Depok Jumlah Anggota Satlinmas 1500 Melalui penetapan anggota 
Linmas (Satlinmas) dapat dapat 
mempermudah koordinasi 
antara Satpol PP dengan 
Kecamatan/ Kelurahan 

2 Konsolidasi Satpol PP dengan 
Kecamatan dan Kelurahan 
dalam rangka Pelindungan 
Masyarakat 

Kota Depok Jumlah Anggota Linmas 
yang terkoordinasi oleh 
Kecamatan/Kelurahan 

1260 Kecamatan dan Kelurahan 
memiliki tugas 
mengkoordinasikan anggota 
Linmas Satpol PP sebagai 
koordinatornya 

3 Deteksi dini kerawanan sosial 
masyarakat 

Kota Depok Jumlah titik rawan sosial  80 Melalui deteksi dini titik rawan 
sosial akan mempermudah 
pencegahan 

4 Pengawasan dan 
Pengendalian disiplin aparatur 

Kota Depok Tingkat kedisiplinan aparatur 70% Sebagai langkah meningkatkan 
kinerja aparatur yang taat  
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 

Telahaan terhadap kebijakan nasional adalah penelahaan yang 

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan 

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong 

Praja.   

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Depok mempunyai fungsi sebagai berikut: 

 Menyusun program, pelaksanaan ketentramanan dan ketertiban  

umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala 

Daerah; 

 Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum di daerah; 

 Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan 

Keputusan Kepala Daerah. 

 Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan 

ketentramanan dan ketertiban umum  serta penegakan Peraturan 

Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian 

Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur 

lainnya; 

 Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati 

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan bidang tugasnya 
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Untuk mendukung keselarasan arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

  

3.2  Tujuan dan Sasaran Satpol PP. 

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa 

digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah 

disusun.  

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan 

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus 

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.  

Sub Urusan 
Pemerintah 

Pusat 
Daerah Provinsi Daerah Kab/Kota 

 

Ketenteraman 
dan Ketertiban 

Umum  

 

a. Standarisasi 
tenaga Satpol 

PP 
b. Penyelenggaraa

n Pendidikan 
dan Pelatihan, 
dan 

Pengangkatan 
PPNS 

Penegakan 
Perda  

 

a. Penanganan 
gangguan 

ketenteraman 
dan ketertiban 

umum lintas 
Daerah 
kab/kota 

dalam 1 (satu) 
Daerah 

Provinsi. 
b. Penegakan 

Perda dan 
Pergub. 

c. Pembinaan 

PPNS Provinsi 

 

a. Penanganan 
gangguan 

ketenteraman 
dan ketertiban 

umum lintas 
Daerah 
kab/kota. 

b. Penegakan 
Perda dan 

Peraturan 
Bupati/Walikot

a. 
c. Pembinaan 

PPNS 

Kab/Kota 



 

67 
RENJA-P 2020 

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program 

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karakteristik dari 

tujuan adalah bersifat spesifik, terukur sehingga dapat diterima secara 

realistis dalam jangka waktu yang jelas untuk penyelesaiannya. Sasaran 

merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan yang 

berdasarkan kondisi realita dan harus dapat dituangkan dalam suatu 

Indikator Kinerja secara nyata pada jangka waktu yang ditetapkan.  

Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang 

dijalankan dalam mencapai Tujuan.  Penetapan sasaran ini diperlukan 

untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi 

sumber daya Organisasi dalam suatu kegiatan atau operasional. 

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan 

yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan 

telah tercapai diharapkan pula tujuan yang terkait dapat terealisasi. 

 

Tujuan dari Renja-P 2020 adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Bidang Ketertiban Umum. 

Sedangakan sasaran Renja-P 2020 adalah : 

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan 

Publik. 

2. Meningkatnya Ketertiban Umum. 

3. Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat. 

 

Dibawah ini adalah Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat 

Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021, sebagaimana 

ditampilkan pada Tabel T.C 33 sebagai berikut : 

 



 

68 
RENJA-P 2020 

 

Tabel T-C.33. 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 

Kota Depok 

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP 
  

  
 lembar 2 dari 2   

Kode 
Bidang Urusan/OPD/Program 

Prioritas/Kegiatan 
Indikator Kinerja Program dan 

kegiatan 

Rencana Tahun 2020 

Catatan Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 
2021 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1                             

1 1                           

1 01 05       URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN 
UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

                17,895,417,500  
      

  

1 01 05 01     SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           17,895,417,500.00  APBD      18.465.344.000,00 

1 01 05 01 001   Peningkatan administrasi perkantoran  Persentase penyediaan  
administrasi perkantoran  

Kota Depok 100%       1,306,830,000.00  APBD  100%       1,585,579,000.00  

1 01 05 01 001 03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor Kota Depok 25 Jenis             81,200,000.00  APBD   25 Jenis             85,000,000.00  

1 01 05 01 001 04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota Depok 15 jenis             68,005,000.00  APBD   15 jenis           285,579,000.00  

1 01 05 01 001 05 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jenis Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Kota Depok 20 jenis             40,000,000.00  APBD   20 jenis             50,000,000.00  

1 01 05 01 001 06 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis Peralatan Rumah Tangga Kota Depok 20 jenis           100,000,000.00  APBD   20 jenis           120,000,000.00  

1 01 05 01 001 07 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman Kota Depok 3 jenis 
(makan 
minum 
rapat, 
Tamu, 

Pegawai) 
selama 12 

bulan 

          400,000,000.00  APBD   3 jenis 
(makan 
minum 
rapat, 
Tamu, 

Pegawai) 
selama 12 

bulan 

          425,000,000.00  
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1 01 05 01 001 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 
dan Luar Daerah 

Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi Luar 
Daerah 

Kota Depok 550 OH 
Luar 

Daerah; 
150 OH 
Dalam 
Daerah 

          617,625,000.00  APBD   550 OH 
Luar 

Daerah; 
150 OH 
Dalam 
Daerah 

          620,000,000.00  

1 01 05 01 001 09 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah penyediaan sarana 
informasi 

Kota Depok 4 Media 
Cetak, 1 
Media 

Elektronik 

  APBD 

  

4 Media 
Cetak, 1 
Media 

Elektronik 

  

1 01 05 01 002   Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase penyediaan sarana 
dan prasarana aparatur  

Kota Depok 100%       1,745,422,500.00  APBD Ditingkatkan 
kualitas Sarpras 
Satpol PP 

100% 2.134.765.000,00 

1 01 05 01 002 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Bermotor 

Jumlah Kendaraan Dinas Kota Depok 50 
kendaraan 

      1,129,000,000.00  APBD 

  

50 
kendaraan 

      1,200,000,000.00  

1 01 05 01 002 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 
Gedung Kantor 

Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Kota Depok 7 Jenis 
(repiter, 

AC, 
Komputer, 

Printer, 
Jaringan 
Internet, 

HT, 
Elektronik 
lainnya) 

            52,780,000.00  APBD 

  

7 Jenis 
(repiter, 

AC, 
Komputer, 

Printer, 
Jaringan 
Internet, 

HT, 
Elektronik 
lainnya) 

          182,000,000.00  

1 01 05 01 002 05 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan 
Perlengkapannya 

Jumlah bahan PDH Kota Depok  100 stel            147,175,000.00  APBD 
  

100 stel           297,000,000.00  

1 01 05 01 002 07 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis Inventaris Kantor Kota Depok 8 Jenis           225,000,000.00  APBD   8 Jenis 261.765.000,00 

1 01 05 01 002 11 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan 
Perlengkapannya 

Jumlah pakaian dinas lapangan Kota Depok 100 stel 
dan Sepatu 

PDL 

          170,520,000.00  APBD 

  

100 stel 
dan Sepatu 

PDL 

172.000.000,00! 

1 01 05 01 002 12 Pengadaan Pakaian Linmas dan 
Perlengkapannya 

Jumlah pakaian Linmas Kota Depok 330 stel                                    
-    

APBD 
  

330 stel  

1 01 05 01 002 13 Penyediaan Asuransi Keselamatan Kerja Satpol 
PP 

Jumlah Polis Kota Depok 100 polis                                    
-    

APBD 
  

100 polis   

1 01 05 01 002 14 Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut Jumlah kendaraan Kota Depok 2 
Kend.Oper
asional (1 

truck dan 1 
pick up) 

                                   
-    

APBD 
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1 01 05 01 002 15 Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu Jumlah pakaian Dinas Hari-Hari 
Tertentu 

Kota Depok  15 stel              20,947,500.00  APBD 
  

15 stel 22.000.000,00 

1 01 05 01 005   Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Persentase Pegawai yang 
mendapatkan Pengembangan 
Kompetensi 

Kota Depok 45%           309,590,000.00  APBD Ditingkatkan 
kualitas SDM 
Satpol PP 

45%   

1 01 05 01 005 02 Pembinaan dan Pelatihan Linmas Jumlah Anggota Linmas Kota Depok 126 Orang           137,000,000.00  APBD 
  

126 Orang           137,000,000.00  

1 01 05 01 005 01 Bimtek Satpol PP dan Pelatihan (Satgas Satpol 
PP) 

Jumlah Peserta Pelatihan Kota Depok 60 Orang           172,590,000.00  APBD 
  

60 Orang           172,590,000.00  

1 01 05 01 006  Peningkatan  sistem pelaporan capaian 
kinerja dan  keuangan  

Nilai SAKIP Kota Depok BB             40,000,000.00  APBD Meningkatkan 
kualitas SAKIP 

BB             60,000,000.00  

1 01 05 01 006 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian 
Kinerja 

Jumlah Dokumen Kota Depok 5 Jenis 
(Lap 

Kinerja dan 
Keuangan 
12 dok, 1 

Dok LAKIP, 
1 dok/data 
LPPD, 4 

lap 
Triwulan, 2 

lap 
Semestera

n) 

            40,000,000.00  APBD 

  

5 Jenis 
(Lap 
Kinerja dan 
Keuangan 
12 dok, 1 
Dok LAKIP, 
1 dok/data 
LPPD, 4 
lap 
Triwulan, 2 
lap 
Semestera
n) 

            60,000,000.00  

1 01 05 01 020   Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan 
Perlindungan Masyarakat 

Cakupan Penegakan Perda dan  
Perwal 

Kota Depok 92%     14,433,575,000.00  APBD Program utama 
Satpol PP 

100%     14,565,000,000.00  

              Cakupan Rasio Petugas Linmas Kota Depok 0,25%       0,27   

1 01 05 01 020 01 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka 
Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan 
TRANTIBUM 

Jumlah kegiatan Kota Depok 3 Kegiatan 
(tingkat 
Kota, 

tingkat 
Propinsi, 
tingkat 

Nasional) 

          106,575,000.00  APBD 

  

3 Kegiatan 
(tingkat 
Kota, 

tingkat 
Propinsi, 
tingkat 

Nasional) 

          110,000,000.00  

1 01 05 01 020 02 Penertiban PKL Jumlah titik lokasi PKL yang 
ditertibkan 

Kota Depok 50 titik           450,000,000.00  APBD 

  

50 titik           500,000,000.00  
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1 01 05 01 020 03 Penertiban Perizinan Jenis Perizinan  yang ditertibkan Kota Depok 3 jenis (100 
IMB, 100 
SIUP/HO, 

250 
Perizinan 
lainnya 

(Reklame 
dll) 

          115,000,000.00  APBD 

  

3 jenis (100 
IMB, 100 
SIUP/HO, 

250 
Perizinan 
lainnya 

(Reklame 
dll) 

          120,000,000.00  

1 01 05 01 020 04 Penertiban Bangunan Liar di lahan Fasos 
Fasum milik Pemerintah Kota Depok 

Jumlah okasi Fasos Fasum yang 
ditertibkan 

Kota Depok 10 lokasi 
Fasos 
Fasum 

          477,000,000.00  APBD 

  

10 lokasi 
Fasos 
Fasum 

          485,000,000.00  

1 01 05 01 020 05 Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng Jumlah PSK, Anjal, dan Gepeng 
yang ditertibkan 

Kota Depok 20 PSK 
(dan/atau 

yg diduga), 
31 Anjal, 

15 Gepeng 

          244,000,000.00  APBD 

  

20 PSK 
(dan/atau 

yg diduga), 
31 Anjal, 

15 Gepeng 

          260,000,000.00  

1 01 05 01 020 06 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Jumlah tenaga Bantuan Pol PP Kota Depok 212 orang     10,550,000,000.00  APBD   212 orang     10,550,000,000.00  

1 01 05 01 020 07 Penjagaan/Pengamanan dan Pengawalan 
Lingkup Pemerintah Kota Depok 

Jenis Penjagaan/Pengamanan  Kota Depok 6 Kegiatan 
Pengaman

an dan 
Pengawala
n (Pamwal 
Walikota 

dan 
Wakil/Peja
bat, Tamu 
Penting, 
Sidang 

Paripurna, 
Unras/Dem

o, Hari 
Nasional 

dan 
Keagamaa

n, Hari 
Olahraga) 

          323,000,000.00  APBD 

  

6 Kegiatan 
Pengaman

an dan 
Pengawala
n (Pamwal 
Walikota 

dan 
Wakil/Peja
bat, Tamu 
Penting, 
Sidang 

Paripurna, 
Unras/Dem

o, Hari 
Nasional 

dan 
Keagamaa

n, Hari 
Olahraga) 

          330,000,000.00  

1 01 05 01 020 08 Pengamanan Hari Raya Jumlah Pengamanan Hari Raya Kota Depok 2 
Momentum 
(Idul Fitri 

dan Natal) 

          100,000,000.00  APBD 

  

2 
Momentum 
(Idul Fitri 

dan Natal) 

          110,000,000.00  
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1 01 05 01 020 09 Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman 
Beralkohol 

Jumlah Kegiatan  Kota Depok 24 kali (12 
kali di 
lokasi 

Tempat 
Hiburan, 6 

kali di 
lokasi 

Pasar, 6 
kali di 
lokasi 
umum) 

          148,000,000.00  APBD 

  

24 kali (12 
kali di 
lokasi 

Tempat 
Hiburan, 6 

kali di 
lokasi 

Pasar, 6 
kali di 
lokasi 
umum) 

          150,000,000.00  

1 01 05 01 020 10 Pengawasan dan Pemetaan titik/lokasi rawan 
Tranmastibum 

Jumlah titik/lokasi Kota Depok 300 titik           150,000,000.00  APBD 
  

300 titik           170,000,000.00  

1 01 05 01 020 11 Konsolidasi Satpol PP dengan Instansi terkait 
dalam rangka pemeliharaan Ketertiban Umum 

Jumlah Konsolidasi Kota Depok 100 Dok           200,000,000.00  APBD 

  

100 Dok           210,000,000.00  

1 01 05 01 020 12 Monitoring dan Evaluasi Pra-Pasca Penegakan 
Perda 

Jumlah kegiatan Kota Depok 24           135,000,000.00  APBD 
  

24           135,000,000.00  

1 01 05 01 020 13 Penyediaan Jasa Piket Jumlah hari Kota Depok 365 hari                                    
-    

APBD 
  

365 hari                                    
-    

1 01 05 01 020 14 Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum Jumlah Lokasi Sosialisasi Kota Depok 50           360,000,000.00  APBD 
  

24           360,000,000.00  

              Jumlah kelompok masyarakat sadar 
hukum 

Kota Depok 2     
  

2   

1 01 05 01 020 15 Pengadaan Papan Larangan/Segel Jumlah Papan larangan/segel Kota Depok 30 Papan 
Larangan 

          120,000,000.00  APBD 
  

30 Papan 
Larangan 

          120,000,000.00  

1 01 05 01 020 16 Penertiban dan Operasi Penegakan Perda 
tentang Ketertiban Umum (Sidang Tipiring) 

Jumlah Kegiatan Tipiring Kota Depok 24 kali           256,000,000.00  APBD   24 kali           256,000,000.00  

            Jumlah pelanggar Perda yang di 
sidang Tipiring-kan 

Kota Depok 120 0rang     
  

120 0rang   

1 01 05 01 020 17 Pengawasan dan Penertiban Pelajar Jumlah Lokasi  Kota Depok 24 lokasi (8 
kali di 
lokasi 
Pasar 

Swalayan, 
8 kali di 
lokasi 

warnet, 8 
kali di 
lokasi 
umum) 

            72,000,000.00  APBD 

  

24 lokasi (8 
kali di 
lokasi 
Pasar 

Swalayan, 
8 kali di 
lokasi 

warnet, 8 
kali di 
lokasi 
umum) 

            72,000,000.00  

1 01 05 01 020 18 Penertiban dan Operasi Penegakan Perda 
(Penyegelan) 

Jumlah bangunan  Kota Depok 12 
bangunan 

            79,000,000.00  APBD 

  

12 
bangunan 

            79,000,000.00  
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1 01 05 01 020 19 Penertiban dan Operasi Penegakan Perda 
(Pemusnahan Barang Bukti) 

Jumlah Barang Bukti yang 
dimusnahkan 

Kota Depok 1157 buah 
(2 kali 

kegiatan) 

            69,000,000.00  APBD 

  

1157 buah 
(2 kali 

kegiatan) 

            69,000,000.00  

1 01 05 01 020 20 Pemantauan Lokasi Rawan Gangguan 
Keamanan dan 
Ketertiban Lingkungan 

Jumlah lokasi rawan gangguan 
keamanan dan ketertiban 
lingkungan 

Kota Depok 315 Lokasi           379,000,000.00  APBD 

  

315 Lokasi           379,000,000.00  

1 01 05 01 020 21 Pengawasan dan Penertiban Kawasan Tanpa 
Rokok 

Jumlah pelanggar di 7 Kawasan 
Tanpa Rokok 

Kota Depok 12 kegiatan           100,000,000.00  APBD 
  

12 kegiatan           100,000,000.00  

1 01 05 01 028   Peningkatan Kualitas Perencanaan Cakupan Integrasi Perencanaan  Kota Depok 100%             60,000,000.00  APBD Perbaikan 
kualitas 
perencanaan 

100%           120,000,000.00  

1 01 05 01 028 01 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kota Depok 1 Dokumen 
Renja dan 
70 Peserta 

Forum 
OPD 

            60,000,000.00  APBD 

  

1 Dokumen 
Renja dan 
70 Peserta 

Forum 
OPD 

            60,000,000.00  

1 01 05 01 028 03 Penyusunan  Renstra Perangkat Daerah Tahun  
2021-2026 

Jumlah Dokumen Kota Depok     APBD 

  

1 Dok 
Renstra 

            60,000,000.00  
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BAB IV 

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK 

 

 

4.1  Program dan Kegiatan 

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Depok Tahun 2016-2021 mengacu kepada arahan Rencana 

pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Depok Tahun 2006- 

2025 untuk pembangunan daerah tahap kedua. Perumusan visi dan misi 

ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang 

berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan 

akan berlaku.  

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan 

dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya 

yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 

2016-2021 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :  

“KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS” 

 

Unggul: Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan 

pelayanan publik, berbasis Industri Kreatif dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga. 

 

Nyaman : Tercipta suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, 

Harmonis, Berwawasan linkungan dan ramah bagi kehidupan 

Masyarakat. 
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Religius : Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan 

kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam 

peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan 

dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan 

kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 
Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi 

pembangunan Kota Depok 2016 – 2021 dalam rangka mewujudkan visi 

Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius, dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan 

transparan. 

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan 

Berdaya Saing. 

3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan 

berbasis Industri Kreatif. 

4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata, 

Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga. 

5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai 

Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama Serta 

meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara 

  

Dibawah ini adalah tabel rencana program dan kegiatan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Depok pada tahun anggaran 2020 perubahan, sebagai 

berikut : 
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PEMERINTAH KOTA DEPOK 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA) TAHUN 2020 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Halaman 1 dari 5 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintah 

Daerah dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiata

n 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

Bertambah / 
Berkurang 

Alasan 
Perubahan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana / Pagu 

Indikatif 
Lokasi 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana / Pagu 

Indikatif 
Lokasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11 

1. URUSAN WAJIB 
    

22,119,010,100 
    

20,215,427,700 
  

(1,903,582,400)   

1.01. URUSAN WAJIB 
PELAYANAN DASAR     

22,119,010,100 
    

20,215,427,700 
  

(1,903,582,400) 
  

1.01.05. KETENTERAMAN, 
KETERTIBAN UMUM, 
DAN 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

    22,119,010,100     20,215,427,700   (1,903,582,400)   

1.01.05.01. SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA     

22,119,010,100   
  

20,215,427,700 
  

(1,903,582,400) 
  

1.01.05.1.01.
05.01.001. 

Peningkatan 
administrasi 
perkantoran 

Persentase 
penyediaan 
administrasi 
perkantoran 

100% 1,791,093,000   100% 1,093,144,500 

  

 (697,948,500) 

  

1.01.05.1.01.
05.01.001.01. 

Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

Jenis Alat Tulis 
Kantor 

25 Jenis 65,000,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

25 Jenis 65,000,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

 -      
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1.01.05.1.01.
05.01.001.02. 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jenis Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

15 Jenis 57,982,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

14 Jenis 48,140,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

(9,842,000) Plakat masih 
mencukupi, 
maka dialihkan 
ke pengadaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
telah di 
refocusing. 

1.01.05.1.01.
05.01.001.03. 

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jenis Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

20 Jenis 29,990,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

20 Jenis 29,990,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

 -      

1.01.05.1.01.
05.01.001.04. 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jenis Peralatan 
Rumah Tangga 

20 Jenis 85,000,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

20 Jenis 85,000,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

 -      

1.01.05.1.01.
05.01.001.05. 

Penyediaan Makanan 
dan Minuman 

Jenis Makanan 
dan Minuman 

4 jenis  947,496,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

4 jenis  552,888,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

(394,608,000) Refocusing 

1.01.05.1.01.
05.01.001.06. 

Rapat-Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan 
Luar Daerah 

Jumlah Aparatur 
Mengikuti Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Luar 
Daerah 

273 OH Luar 
Daerah; 20 
OH Dalam 

Daerah 

605,625,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

173 OH Luar 
Daerah; 9 
OH Dalam 

Daerah 

312,126,500 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

(293,498,500) Refocusing 
dengan 
mengurangi 
target kinerja 
kegiatan 
menjadi 130 
OH 
Luar Daerah, 
15 
OH Dalam 
Daerah 
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1.01.05.1.01.
05.01.002. 

Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Persentase 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

100% 1,680,112,000   100% 1,706,832,000    26,720,000    

1.01.05.1.01.
05.01.002.01. 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan Bermotor 

Jumlah Kendaraan 
Dinas 

50 
Kendaraan 

1,128,815,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

50 
Kendaraan 

1,128,815,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

 -    Penyesuaian 
hasil 
penginputan 
DPA 

1.01.05.1.01.
05.01.002.02. 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung 
Kantor 

Jenis 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

7 Jenis 
(repiter, AC, 
Komputer, 

Printer, 
Jaringan 

Internet, HT, 
Elektronik 

lainnya 

52,675,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

7 Jenis 
(repiter, AC, 
Komputer, 

Printer, 
Jaringan 

Internet, HT, 
Elektronik 

lainnya 

52,675,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

 -    Penyesuaian 
hasil 
penginputan 
DPA 

1.01.05.1.01.
05.01.002.03. 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Harian dan 
Perlengkapannya 

Jumlah Pakaian 
PDH 

100 Stel 130,000,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

100 Stel 130,000,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

 -      

1.01.05.1.01.
05.01.002.04. 

Pengadaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Jenis Inventaris 
Kantor 

8 Jenis 197,182,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

8 Jenis 109,842,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

(87,340,000) Sebelumnya 
anggaran 
kegiatan ini di 
refocusing atau 
Nol Rupiah, 
namun perlu 
penambahan 
anggaran 
kembali untuk 
memenuhi 
ketersediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
Sekretariat 
PPNS 
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1.01.05.1.01.
05.01.002.05. 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Lapangan dan 
Perlengkapannya 

Jumlah Pakaian 
Dinas Lapangan 

100 Stel dan 
Sepatu PDL 

150,500,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

120 Stel 180,500,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

 30,000,000.00  Penyesuaian 
hasil 
penginputan 
DPA 

1.01.05.1.01.
05.01.002.09. 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Hari-Hari 
Tertentu 

Jumlah Pakaian 
Dinas Hari-Hari 
Tertentu; Jumlah 
Pakaian Dinas 
Khusus Satgas I 
Pol PP 

15 Stel 20,940,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

75 Stel 105,000,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

84,060,000  Perlunya 
penyediaan 
Pakaian Dinas 
Khusus Satgas 
1, dan Pakaian 
Dinas Khusus 
Satgas 
Trantibum 
menyesuaikan 
dengan 
Permendagri 
17 Tahun 2019 

1.01.05.1.01.
05.01.005. 

Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

Persentase 
Pegawai yang 
mendapatkan 
Pengembangan 
Kompetensi 

45% 308,989,800   45% 170,857,900    (138,131,900)   

1.01.05.1.01.
05.01.005.01. 

Pembinaan dan 
Pelatihan Linmas 

Jumlah Anggota 
Satlinmas 

126 Orang 136,599,800 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

63 Orang 59,151,900 Kota 
Depok 

(77,447,900) Refocusing 

1.01.05.1.01.
05.01.005.02. 

Bimtek Satpol PP Jumlah Peserta 
Pelatihan 

60 Orang 172,390,000 Satuan 
Poisi 

Pamong 
Praja 

40 Orang 111,706,000 Kota 
Depok 

(60,684,000) Refocusing 

1.01.05.1.01.
05.01.006. 

Peningkatan  sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

Nilai SAKIP BB 39,999,000   BB 11,418,000    (28,581,000)   
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1.01.05.1.01.
05.01.006.01. 

Penyusunan 
Pelaporan Keuangan 
dan Capaian Kinerja 

Jumlah Dokumen 5 Jenis (Lap 
Kinerja dan 
Keuangan 

12 
dok, 1 Dok 
LAKIP, 1 
dok/data 

LPPD, 4 lap 
Triwulan, 2 

lap  
Semesteran) 

39,999,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

5 Jenis (Lap 
Kinerja dan 

Keuangan 12 
dok, 1 Dok 
LAKIP, 1 
dok/data 

LPPD, 4 lap 
Triwulan, 

2 lap 
Semesteran) 

11,418,000 Kantor 
Satpol PP 

(28,581,000) Sebelumnya 
kegiatan ini di 
Refocusing 
menjadi Nol 
Rupiah, dalam 
Renja 
Perubahan 
ditambahkan 
anggaran 
sebagai 
pendukung 
Nilai SAKIP 

1.01.05.1.01.
05.01.020. 

Peningkatan 
Ketentraman, 
Ketertiban, dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Cakupan 
Penegakan Perda 
dan/atau Perwal; 
Cakupan Rasio 
Petugas Linmas 

92%; 0,25 18,248,724,300   92%; 0,25 17,183,083,300    (1,065,641,000)   

1.01.05.1.01.
05.01.020.01. 

Gelar Pasukan Satpol 
PP dalam Rangka 
Persiapan 
Pelaksanaan 
Pemeliharaan 
TRANTIBUM 

Jenis Pelaksanaan 
Pemeliharaan 
TRANTIBUM 

3 Jenis 
(tingkat 

Kota, tingkat 
Provinsi, 
tingkat 

Nasional) 

106,575,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

0 0   (106,575,000) Refocusing 

1.01.05.1.01.
05.01.020.02. 

Penertiban PKL Jumlah titik 
lokasiPKL yang 
ditertibkan 

62 Titik 1,049,604,000 Satuan 
Poisi 

Pamong 
Praja 

52 lokasi 855,771,900 Kota 
Depok 

(193,832,100) Refocusing 
dengan 
mengurangi 
target kinerja 
kegiatan 
menjadi 52 
titik/lokasi 



 

81 
RENJA-P 2020 

1.01.05.1.01.
05.01.020.03. 

Penertiban Perizinan Jenis Perizinan 
yang ditertibkan 

3 Jenis ( 100 
IMB,100 

SIUP/HO , 
250 

Perizinan 
Lainnya 

Reklame dll) 

114,999,800 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

3 Jenis (10 
IMB,10 

SIUP/HO, 
25Perizinan 

Lainnya 
Reklame dll) 

85,347,900 Kota 
Depok 

(29,651,900) Refocusing 
dengan 
mengurangi 
rincian target 
kinerja kegiatan 
menjadi 3 jenis 
(10IMB, 10 
SIUP/HO,25 
Perizinan 
lainnya 
Reklame dll) 

1.01.05.1.01.
05.01.020.04. 

Penertiban Bangunan 
Liar di lahan Fasos 
Fasum milik 
Pemerintah Kota 
Depok 

Jumlah Titik 
lahan/lokasi Fasos 
Fasum yang 
ditertibkan 

16 lokasi 
fasos fasum 

1,076,970,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

16 lokasi 
fasos fasum 

717,900,000 Kota 
Depok 

(359,070,000) Refocusing 
dengan 
mengurangi 
target kinerja 
kegiatan 
menjadi 12 
lokasi fasos 
fasum 

1.01.05.1.01.
05.01.020.05. 

Penertiban PSK, Anjal, 
dan Gepeng 

Jumlah PMKS 
yang ditertibkan 

20 PSK 
(dan/atau yg 
diduga), 31 

Anjal, 15 
Gepeng 

242,685,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

50 orang 201,000,000 Kota 
Depok 

(41,685,000) Refocusing 
dengan 
mengurangi 
target kinerja 
kegiatan 
menjadi : 20 
PSK (dan/atau 
yg diduga), 30 
Anjal/Gepeng 

1.01.05.1.01.
05.01.020.06. 

Penyediaan Jasa 
Keamanan dan 
Ketertiban 

Jumlah Satgas Pol 
PP 212 orang 
selama 12 bulan, 
dan Tambahan 
Satgas Pol PP 
sebanyak 20 orang 
selama 3 bulan 

212 Orang 
selama 12 

bulan 

10,548,613,600 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

232 Orang 10,872,913,600 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

324,300,000  Bertambahnya 
harga satuan 
BPJS yang 
didasarkan 
dengan UMK 
(Bukan pada 
Gaji Satgas Pol 
PP) 
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1.01.05.1.01.
05.01.020.07. 

Penjagaan/Pengaman
an dan Pengawalan 
Lingkup Pemerintah 
Kota Depok 

Jenis Penjagaan/ 
Pengamanan 

6 jenis 
Pengamana

n dan  
Pengawalan 

( Pamwal 
Walikota dan 

Wakil/ 
Pejabat,Ta 
mu Penting, 

Sidang 
Paripurna, 

Unras/ 
Deomo, Hari 

Nasional 
dan 

Keagamaan, 
Hari 

Olahraga) 

317,577,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

6 jenis 
Pengamanan 

dan  
Pengawalan 

(Pamwal 
Walikota dan 

Wakil/ 
Pejabat,Ta 
mu Penting, 

Sidang 
Paripurna, 

Unras/ 
Deomo, Hari 
Nasional dan 
Keagamaan, 

Hari 
Olahraga) 

315,576,900 Lingkup 
Pemerinta

h Kota 
Depok 

(2,000,100)   

1.01.05.1.01.
05.01.020.08. 

Pengamanan Hari 
Raya 

Jumlah 
Pengamanan Hari 
Raya 

2 
Momentum 

(Idul Fitri 
dan Natal) 

99,999,900 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

2 Momentum 
(Idul Fitri dan 

Natal) 

99,999,900 Kota 
Depok 

 -      

1.01.05.1.01.
05.01.020.09. 

Penertiban dan 
Monitoring Peredaran 
Minuman Beralkohol 

Jumlah Kegiatan 
Penertiban 

24 titik ( 12 
titik dilokasi 

Tempat 
hiburan, 6 

titik di lokasi 
pasar, 6 titik 

di lokasi 
umum) 

147,999,900 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

19 lokasi 117,769,900 Kota 
Depok 

(30,230,000) Refocusing 
dengan 
mengurangi 
target kinerja 
kegiatan 
menjadi 20 
titik/lokasi 
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1.01.05.1.01.
05.01.020.11. 

Konsolidasi Satpol PP 
dengan Instansi terkait 
dalam rangka 
pemeliharaan 
Ketertiban Umum 

Jumlah 
Konsolidasi 

100 Dok 194,999,800 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

6 konsolidasi 16,692,000 Kota 
Depok 

(178,307,800) Refocusing 
dengan 
mengurangi 
target kinerja 
kegiatan 
menjadi 3 
dokumen hasil 
pelaksanaan 
konsolidasi 
Satpol PP 

1.01.05.1.01.
05.01.020.14. 

Sosialisasi Perda 
tentang Ketertiban 
Umum 

Jumlah Lokasi 
Sosialisasi; Jumlah 
Kelompok 
Masyarakat Sadar 
Hukum 

66 Lokasi ; 2 
Kelompok 

sadar hukum 

359,865,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

4 lokasi 
sosialisasi 

20,385,000 Kota 
Depok 

(339,480,000) Refocusing 

1.01.05.1.01.
05.01.020.15. 

Pengadaan Papan 
Larangan/Segel 

Jumlah Papan 
larangan/segel 

45 papan 
larangan/ 

segel 

120,000,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

45 papan 
larangan/ 

segel 

120,000,000 Kantor 
Satpol PP 

 -      
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1.01.05.1.01.
05.01.020.16. 

Penertiban dan 
Operasi Penegakan 
Perda tentang 
Ketertiban Umum 
(Sidang Tipiring) 

Jumlah Sidang 
Tipiring 

24 kali, 120 
Orang 

254,322,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

11 sidang 
tipiring 

147,712,000 Pengadila
n Negeri 
Depok 

(106,610,000) Pengurangan 
karena 
terkendala 
aturan protokol 
kesehatan 
pandemic 
Covid-19, 
Petugas 
Lapangan 
fokus 
melaksanakan 
patroli PSBB, 
Pengadilan 
Sidang Tipiring 
ditangguhkan 
selama PSBB, 
dan 
pelaksanaan 
Tipiring 
direncanakan 
pada bulan 
September 
2020/Akhir 
Triwulan ke-III 
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1.01.05.1.01.
05.01.020.17. 

Pengawasan dan 
Penertiban Pelajar 

Jumlah lokasi 
pengawasan dan 
penertiban pelajar 

24 Lokasi ( 8 
Kali di lokasi 

pasar 
Swalayan, 8 
Kali di lokasi 

warnet, 8 
Kali di lokasi 

Umum ) 

72,000,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

10 lokasi 43,930,000 Kota 
Depok 

(28,070,000) Pengurangan 
karena 
terkendala 
aturan protokol 
kesehatan 
pandemic 
Covid-19, 
Petugas 
Lapangan 
fokus 
melaksanakan 
patroli PSBB, 
Pelajar 
menggunakan 
system Daring 
sampai waktu 
yang belum 
ditentukan, dan 
kegiatan akan 
dilaksanakan 
pada 
Triwulan ke-IV 
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1.01.05.1.01.
05.01.020.18. 

Penertiban dan 
Operasi Penegakan 
Perda (Penyegelan) 

Jumlah Bangunan 
yang di segel 

12 
Bangunan 

67,836,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

6 Bangunan 45,930,000 Kota 
Depok 

(21,906,000) Pengurangan 
karena 
terkendala 
aturan protokol 
kesehatan 
pandemic 
Covid-19, 
Petugas 
Lapangan 
fokus 
melaksanakan 
patroli PSBB, 
Satpol PP 
menunggu 
pelimpahan  
berkas dari 
DPMPTSP 
dalam hal 
Penyegelan 
Bangunan, dan 
kegiatan akan 
dilaksanakan 
pada 
Triwulan ke-IV 

1.01.05.1.01.
05.01.020.19. 

Penertiban dan 
Operasi Penegakan 
Perda (Pemusnahan 
Barang Bukti) 

Jumlah 
pemusnahan 
barang bukti 
(minuman 
beralkohol) 

1157 Buah 
(2 kali 

kegiatan) 

67,934,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

1 
pemusnahan 
barang bukti 

(mikhol) 

34,117,000 Halaman 
Balaikota 

Depok 

(33,817,000) Pengurangan 
karena 
kegiatan akan 
dilaksanakan 
sebanyak 1 
(satu) kali atau 
pada Triwulan 
ke-IV 

1.01.05.1.01.
05.01.020.20. 

Pemantauan Lokasi 
Rawan Gangguan 
Keamanan dan 
Ketertiban Lingkungan 

Jumlah lokasi 
rawan gangguan 
keamanan dan 
lokasi rawan 
bencana alam 

315 Lokasi 359,761,500 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

210 Lokasi 355,036,500 Kota 
Depok 

(4,725,000) Refocusing 



 

87 
RENJA-P 2020 

1.01.05.1.01.
05.01.020.21. 

Pengawasan dan 
Penertiban Kawasan 
Tanpa Rokok 

Jumlah pelanggar 
di 7 kawasan 
Tanpa Rokok, 
jumlah sosialisasi 

42 orang, 5 
kali 

sosialisasi 

79,999,800 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

2 tib KTR 47,599,800 Lingkup 
Pemerinta

h Kota 
Depok 

(32,400,000) Pengurangan 
karena 
terkendala 
aturan protokol 
kesehatan 
pandemic 
Covid-19, 
Petugas 
Lapangan 
fokus 
melaksanakan 
patroli PSBB, 
dan kegiatan 
akan 
dilaksanakan 
pada 
Triwulan ke-IV 

1.01.05.1.01.
05.01.020.32. 

Pengamanan Pilkada 
Tahun 2020 

Jumlah 
Pengamanan 
Pilkada Tahun 
2020 

63 
Kelurahan 

459,459,000 Kota 
Depok 

28 Pam 
Pilkada 

577,877,900 Kota 
Depok 

118,418,900  Dibutuhkan 
penambahan  
untuk 
keperluan 
peralatan dan 
perlengkapan 
yang 
mendukung 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengamanan 
Pilkada 2020 

1.01.05.1.01.
05.01.020.33. 

Penetapan anggota 
Satlinmas tingkat Kota 
Depok 

Jumlah Anggota 
Satlinmas yang 
dilantik tingkat 
Kota 

630 Orang 2,507,523,000 Kota 
Depok 

630 Orang 2,507,523,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

 -    Penyesuaian 
hasil 
penginputan 
DPA 
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1.01.05.1.01.
05.01.028. 

Peningkatan Kualitas 
Perencanaan 

Cakupan 
Integrasi 
Perencanaan 

100% 50,092,000 

  

100% 50,092,000 

  

 -    

  

1.01.05.1.01.
05.01.028.01. 

Penyusunan Rencana 
Kerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 
Renja dan 
70 Peserta 
Forum OPD 

50,092,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

1 Dokumen 
Renja dan 70 

Peserta 
Forum OPD 

50,092,000 Satuan 
Polisi 

Pamong 
Praja 

 -    Penyesuaian 
hasil 
penginputan 
DPA 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Renja Perubahan Satpol PP Kota Depok dijadikan acuan 

pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 Perubahan 

yakni dari pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 22.119.010.100,00 

menjadi setelah perubahan Rp. 20.215.427700,00 dengan pengurangan 

anggaran sebesar Rp. 1.903.582.400,00. Besaran anggaran perubahan 

tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Depok sebagaimana ditetapkan 3 (tiga) sasaran 

yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen 

Pemerintahan dalam Pelayanan Publik; Meningkatnya Ketertiban Umum; 

dan Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat. 

 Dalam hal penyelenggaraan kebijakan Penegakan Perda dan/atau 

Perwa, Penyelenggaraan Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban 

Umum, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 

diperlukan kerjasama terintegerasi dengan Instansi/Dinas terkait guna 

mewujudkan Kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius. 

 

Depok,    Oktober 2020 

 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Depok 
 

 
Ttd. 

 

 
N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.HUM 

NIP.197001271998032004 


